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I. Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi 
dalam Bentuk Bantuan Operasional 

 

1. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Pemerintah 
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 

b. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 89); 

c. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 20l9 Tentang 
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri 
Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 20l9-2024; 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 

e. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset 
dan Inovasi Nasional Nomor 3/M/KPT/2021 tentang Pejabat 
Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan 
Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan 
Inovasi Nasional; 

 
2. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah 

Penggunaan Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi  
dalam bentuk bantuan Operasional bertujuan untuk: 
a. Pendirian lembaga inkubator bisnis teknologi  
b. Pengembangan kelembagaan inkubator bisnis teknologi yang 

sudah ada (exist) di Perguruan Tinggi. 
 

3. Pemberi Bantuan Pemerintah 
 Pemberi Bantuan Pemerintah adalah Satuan kerja Deputi Bidang 

Penguatan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset 
dan Inovasi Nasional. 
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4. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah 
a. Penerima program kegiatan Pendirian Inkubator Bisnis 

Teknologi sebagai berikut: 
1) Lembaga induk yang mengajukan pendirian inkubator 

merupakan Perguruan Tinggi; 
2) Memiliki bidang fokus unggulan yang akan 

dikembangkan; 
3) Mengajukan permohonan bantuan dan mengirimkan 

borang pendirian. Format pada Lampiran V; 
4) Calon Penerima tidak sedang menerima bantuan sejenis 

dari K/L Lainnya pada tahun berjalan dinyatakan dalam 
surat pernyataan. Format surat pada Lampiran I; 

5) Mengirimkan Surat Pernyataan Komitmen dari Lembaga 
Induk Inkubator menyatakan komitmen penuh untuk 
mendirikan dan mengoperasikan inkubator di lembaga 
yang bersangkutan. Format surat pada Lampiran III; 

6) Menyatakan tidak akan menuntut pembiayaan dan ganti 
rugi apabila terjadi perubahan terhadap kelembagaan dan 
anggaran instansi pengelola Bantuan Pemerintah 
Lampiran II; 

 
b. Penerima bantuan pengembangan kelembagaan inkubator 

adalah sebagai berikut: 
1) Memiliki legalitas pendirian lembaga inkubator bisnis 

teknologi untuk perguruan tinggi diterbitkan oleh 
rektor/direktur; 

2) Memiliki Rekening Bank dan NPWP atas nama lembaga 
inkubator bisnis teknologi atau lembaga induk,; 

3) Mengajukan permohonan bantuan dan mengisi borang 
secara online serta mengirimkan isian borang, Lampiran 
V; 

4) Calon penerima tidak sedang menerima bantuan sejenis 
dari K/L lainnya pada tahun berjalan dinyatakan dalam 
surat pernyataan, Lampiran I. 

5) Calon penerima belum pernah mendapatkan fasilitasi 
pengembangan kelembagaan IBT dari Kementerian 
Ristekdikti dan Kemenristek/BRIN, Lampiran IV; 

6) Calon penerima telah beroperasi minimal 3 tahun 
(berdasarkan SK Pendirian); dan 

7) Menyatakan tidak akan menuntut pembiayaan dan ganti 
rugi apabila terjadi perubahan terhadap kelembagaan dan 
anggaran instansi pengelola Bantuan Pemerintah, 
Lampiran II. 
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5. Bentuk Bantuan Pemerintah 
A. Bentuk Bantuan berupa dana (uang), yang dapat digunakan 

untuk kegiatan sebagai berikut: 
1) Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi  

a) Pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan atau rapat 
atau FGD pendirian inkubator bisnis teknologi dan 
pendampingan penyusunan studi kelayakan, 
Business Model Canvas, Business Plan Inkubator 
Bisnis Teknologi, dan rekrutmen tenant (maksimum 
penggunaan dana 60%); 

b) Identifikasi sumber tenant (maksimum penggunaan 
dana 20%). 

c) Grand Launching (maksimum penggunaan dana 
40%) 

2) Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi 
a) Membangun jejaring dengan seluruh pemangku 

kepentingan (maksimum penggunaan dana 15%);  
b) Capacity Building tenant dapat berupa Training, 

Coaching, Mentoring, Konsultasi (maksimum 
penggunaan dana 70%); 

c) Kegiatan Promosi hasil inkubasi dapat berupa 
Pemeran, Business matching, business gathering, 
Demo Day dengan investor, Fasilitasi Coaching ke 
investor (maksimum penggunaan dana 30%); 

d) Rekrutmen tenant (maksimum penggunaan dana 
15%) 

B. Bantuan hanya dapat dibelanjakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2021 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 untuk: 
B.1 Kegiatan Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi 

a) Biaya ATK, Penggandaan Bahan, Konsumsi, 
Spanduk,  dan Penggandaan Laporan Kegiatan; 

b) Biaya Honorarium Narasumber, pendamping, mentor 
dalam rangka kegiatan pendirian dan pendampingan 
(eksternal inkubator); 

c) Biaya Honorarium Tim Pengelola dana bantuan 
dengan ketentuan maksimal 2 (dua) orang; 

d) Biaya perjalanan dinas alam negeri dalam rangka 
kegiatan pendirian dan pendampingan inkubator 
bisnis teknologi; 

e) Biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kegiatan 
pendirian dan pendampingan inkubator bisnis 
teknologi;  

f) Biaya sewa ruangan dan peralatan untuk keperluan 
acara sebagaimana dimaksud Nomor 5 bagian A1 
nomor 3 
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B.2 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis 
Teknologi 
a) Biaya ATK, Penggandaan Bahan, Konsumsi, Spanduk 

dan Penggandaan Laporan Kegiatan; 

b) Biaya Honorarium Nasarumber, pendamping, coach, 
dan mentor dalam rangka kegiatan pengembangan 
kelembangaan dan pendampingan (eksternal 
inkubator); 

c) Biaya Honorarium Tim Pengelola dana bantuan 
dengan ketentuan maksimal 2 (dua) orang; 

d) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka 
kegiatan pengembangan kelembagaan inkubator 
bisnis teknologi; 

e) Biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kegiatan 
pengembangan kelembagaan inkubator bisnis 
teknologi; dan/atau 

f) Biaya sewa ruangan dan peralatan untuk keperluan 
acara sebagaimana dimaksud Nomor 5 bagian A2 
nomor 3. 

C. Bentuk Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan 
Tinggi adalah bantuan Operasional yang diberikan dalam 
bentuk transfer dana kepada penerima Bantuan Pemerintah.  

 

6. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah 
a. Pagu anggaran pemberian Bantuan Pemerintah untuk pendirian 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam bentuk 
bantuan Operasional untuk masing-masing penerima sebesar 
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan 

b. Pagu anggaran pemberian Bantuan Pemerintah untuk 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan 
Tinggi dalam bentuk bantuan Operasional untuk masing-
masing penerima sebesar Rp230.591.250,00 (dua ratus tiga 
puluh juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus lima puluh 
rupiah); dan 

c. besaran anggaran yang didistribusikan kepada penerima 
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a dan b 
merupakan jumlah maksimal; 

d. besaran anggaran yang disalurkan kepada penerima pendirian 
dan pengembangan inkubator sebagaimana dimaksud dalam 
angka 6 huruf a dan b akan bergantung pada hasil penelaahan 
terhadap proposal usulan oleh tim penilai.  
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7. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah 
a. pemberian Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 

atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan 
Operasionaldilaksanakan berdasarkan Keputusan yang 
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; 

b. pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan 
Operasionaldilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama 
antara PPK dengan penerima Bantuan Pemerintah yang telah 
ditetapkan dalam Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA; 

c. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
paling sedikit memuat: 
1) hak dan kewajiban kedua belah pihak; 
2) jumlah bantuan operasional yang diberikan; 
3) tata cara dan syarat penyaluran; 
4) pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 

berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi  dalam bentuk 
bantuan operasional untuk menggunakan bantuan sesuai 
dengan rencana yang telah disepakati; 

5) pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 
berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi  dalam bentuk 
bantuan Operasional untuk menyetorkan sisa dana yang 
tidak digunakan ke kas negara; 

6) sanksi; 
7) penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala 

kepada PPK; dan 
8) penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK 

setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. 
d. pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan Operasional 
diberikan dalam bentuk uang kepada penerima Bantuan 
Pemerintah melalui mekanisme LS ke rekening penerima 
Bantuan Pemerintah; 

e. pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan Operasional 
sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan secara 
bertahap; 

f. Pencairan dana bantuan Operasional secara bertahap 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari 

keseluruhan dana bantuan operasional setelah perjanjian 
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kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dengan 
PPK; 

2) Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan 
dana bantuan operasional, apabila dana pada Tahap I 
telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;  

g. penentuan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional secara 
bertahap sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditetapkan 
oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu 
pelaksanaan kegiatan; 

h. PPK menandatangani perjanjian kerja sama untuk pencairan 
secara bertahap setelah dilakukan pengujian dokumen 
kesesuaian penetapan penerima bantuan, proposal dan 
rencana penggunaan anggaran yang telah ditelaah oleh tim 
penilai; 

i. penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 
atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional 
mengajukan permohonan pencairan dana tahap I sebesar 70% 
(tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan kepada 
PPK dengan melampirkan: 
1) surat permohonan pencairan dana bantuan operasional 

tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan 
operasional dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini; 

2) perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh 
penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 
atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional;  

3) proposal dan rencana penggunaan keseluruhan anggaran 
bantuan pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional 
Lampiran VII dan Lampiran VIII; 

4) rencana penggunaan dana tahap I, Lampiran VIII; 
5) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah 
berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi  dalam bentuk 
bantuan operasional, Lampiran XI; 

6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), 
Lampiran XII. 

j. penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 
atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional 
mengajukan permohonan pencairan dana bantuan tahap II 
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sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana 
bantuan Operasional kepada PPK, dengan melampirkan:  
1) surat permohonan pencairan dana bantuan tahap II 

sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan operasional 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri/Kepala Badan ini; 

2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 
ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh 
PPK, Lampiran XI;  

3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 
sebelumnya;  

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas 
kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap 
sebelumnya, Lampiran XV. 

k. SPTJM sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka 6) dibuat 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri/Kepala Badan ini; 

l. SPTB sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 4) dibuat 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri/Kepala Badan ini; 

m. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan 
dana sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan j yang 
diajukan penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional secara 
bertahap sebagai berikut: 
1) memeriksa rencana pengeluaran dana bantuan 

operasional pada setiap tahap yang akan dicairkan untuk 
menilai dan memastikan kesesuaian dan/atau kelayakan, 
serta memberikan justifikasi besaran dana yang akan 
dicairkan terhadap lingkup kegiatan sebagaiman 
tercantum dalam proposal usulan yang telah ditelaah dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2) Memeriksa laporan penggunaan dana pada setiap tahap; 
3) memeriksa dan memastikan keabsahan perjanjian kerja 

sama yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan 
Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional;  

4) memeriksa dan memastikan keaslian, kesesuaian dan 
kebenaran data, serta keabsahan kuitansi bukti 
penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh 
penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 
atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional; 
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5) memeriksa dan memastikan kesesuaian format dan 
kebenaran data dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak (SPTJM): 

6) memeriksa dan memastikan kesesuaian format dan 
kebenaran data dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Belanja (SPTB): 

7) dapat membentuk atau dapat dibantu oleh tim untuk 
melakukan   pengujian dokumen sebagaimana dimaksud 
pada huruf i dan huruf j, jika diperlukan;  

8) menyusun daftar kelengkapan dokumen yang diperlukan 
untuk    pelaksanaan pengujian dokumen permohonan 
pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi 
oleh Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan 
operasional; 

9) menyampaikan pemberitahuan kepada penerima 
Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional 
dalam hal dokumen permohonan pencairan dana 
Bantuan tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak sah untuk 
diperbaiki atau dilengkapi oleh penerima bantuan; dan 

10) melanjutkan proses pencairan dana Bantuan Pemerintah 
berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi  dalam bentuk 
bantuan operasional dalam hal dokumen permohonan 
pencairan dana Bantuan Pemerintah lengkap, sesuai, 
atau sah. 

n. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta 
menerbitkan SPP untuk pencairan tahap selanjutnya 
sebagaimana dimaksud dalam huruf m setelah dilakukan 
pengujian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan 
j; 

o. SPP sebagaimana dimaksud dalam huruf n disampaikan 
kepada PP-SPM dengan mekanisme pembayaran secara 
bertahap melampirkan dokumen sesuai dengan tahapan 
pencairannya sebagaimana dimaksud pada huruf huruf i dan 
j; 
 

8. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah 
Rincian penyaluran dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional sebagai 
berikut: 
a. penyaluran dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional 
dilaksanakan melalui tahapan persiapan kegiatan, sosialisasi 
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kegiatan, pengajuan proposal, penelaahan dan perbaikan 
proposal, penetapan penerima, penandatanganan kontrak 
kerja, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan; 

b. Tahap 1: Persiapan Kegiatan 
Persiapan kegiatan meliputi: 
1) penyusunan dan penetapan tim Penyelenggara Bantuan 

Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan operasional 
tahun 2021 oleh KPA; 

2) penyusunan dan penetapan tim penilai proposal Bantuan 
Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan operasional 
tahun 2021 oleh KPA; 

3) penyusunan Rancangan Keputusan PPK Satuan Kerja 
Deputi Bidang Penguatan Inovasi Kementerian Riset dan 
Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang 
Penetapan Proposal Penerima dana Bantuan Pemerintah 
berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi  dalam bentuk 
bantuan operasional Tahun 2021; dan 

4) menyiapkan rancangan dokumen kelengkapan berkas 
untuk pencairan. 

c. Tahap 2: Pengumuman dan Sosialisasi Kegiatan 
Pengumuman kegiatan dilaksanakan secara daring maupun 
luring dengan berbagai media. Sosialisasi kegiatan dana 
Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan 
Tinggi  dalam bentuk bantuan operasional merupakan 
penjelasan tentang kegiatan Bantuan Pemerintah berupa 
Inkubator Bisnis Teknologi oleh tim penyelenggara kepada 
calon penerima. 

d. Tahap 3: Pengajuan Usulan Proposal  
Pengajuan usulan proposal dilakukan oleh calon penerima 
Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan 
Tinggi dalam bentuk bantuan operasional sesuai dengan 
persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/ 
Kepala Badan ini. 

e. Tahap 4: Penelaahan dan Perbaikan Proposal  
1) penelaahan proposal terdiri atas: 

a) penelaahan administrasi dilakukan oleh tim 
penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
angka 1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
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meliputi kelengkapan administrasi dan keabsahan 
proposal; dan 

b) penelaahan substansi dan anggaran dilakukan oleh 
tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
angka 2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kalender untuk: 
i. Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi meliputi adanya program 
studi matematika dan ilmu pengetahuan alam 
serta teknik, kesiapan perguruan tinggi dalam 
menyediakan sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana serta pendanaan untuk calon 
inkubator bisnis teknologi, rencana kerja, 
strategi implementasi dan rencana penggunaan 
anggaran; 

ii. Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi meliputi keberhasilan sejak 
inkubator bisnis teknologi berdiri, yang dapat 
berupa jumlah tenant yang berhasil diinkubasi 
yang berkarakteristik high growth start-up, 
jumlah tenant yang berhasil mendapatkan 
pendanaan lanjutan baik dari pemerintah 
maupun swasta, jejaring yang berhasil 
dibangun, kegiatan terkait proses inkubasi 
yang berhasil diselenggarakan, jumlah mentor 
tetap, narasumber yang berhasil didatangkan, 
serta strategi implementasi dan rencana 
penggunaan anggaran; 

2) tim penilai menyusun berita acara hasil penelaahan 
proposal; 

3) berita acara hasil penelaahan proposal sebagaimana 
dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada calon 
penerima; 

4) dalam hal hasil penelaahan proposal menunjukkan 
perlunya perbaikan proposal, calon penerima harus 
menyampaikan hasil perbaikan proposal kepada tim 
Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kalender. 

f. Tahap 5: Penetapan Penerima  
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan Operasional 
dilaksanakan dengan Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA 
dengan mempertimbangkan hasil penelaahan oleh tim penilai 
dan tim penyelenggara. 

g. Tahap 6: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  
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Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan oleh 
pimpinan lembaga penerima Bantuan Pemerintah berupa 
Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan 
Operasional dengan PPK. 

h. Tahap 7: Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan 
Tinggi dalam bentuk bantuan Operasional dilaksanakan 
sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah 
ditandatangani oleh penerima Bantuan dengan PPK. 

i. Tahap 8: Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan 
pencapaian sasaran, tujuan, dan luaran yang telah tetapkan 
perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima 
Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan 
Tinggi  dalam bentuk bantuan Operasional dengan PPK. 

j. Tahap 9: Pelaporan 
Pelaporan dilaksanakan oleh penerima Bantuan Pemerintah 
berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan 
Operasional yang meliputi laporan penggunaan anggaran pada 
setiap tahap dan laporan pertanggungjawaban. 
 

9. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; 
a. hak penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 

atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan Operasional adalah 
menerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan perjanjian kerja 
sama yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima Bantuan 
Pemerintah dengan PPK. 

b. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan operasional meliputi:  
1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja 

sama; 
2) menyampaikan laporan penggunaan anggaran pada 

setiap tahapan pencairan dana Bantuan Pemerintah 
kepada PPK; 

3) menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan 
Pemerintah kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja 
sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun 
anggaran; 

4) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
dalam angka 3) meliputi: 
a) berita acara serah terima pekerjaan Lampiran XVI; 
b) laporan akhir Lampiran XIV; 
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c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), 
Lampiran XV; 

d) laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, 
dan sisa dana, Lampiran VIII; dan 

e) pernyataan bahwa kegiatan telah selesai 
dilaksanakan disertai bukti-bukti pengeluaran telah 
disimpan Lampiran XV. 

5) dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud 
dalam angka 4) huruf d) penerima Bantuan Pemerintah 
harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening 
kas negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja 
sama sebagai dokumen pertanggungjawaban tambahan 
laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah; 

6) setiap ada pelaporan yang diminta pihak 
Kemenristek/BRIN wajib untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab; dan 

7) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
dalam angka 3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam angka 4) yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini. 

 
10. Ketentuan Perpajakan 

Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi 
dalam bentuk bantuan Operasional berlaku ketentuan perpajakan 
yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
11. Sanksi. 

Pemberian sanksi terhadap Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 
Perguruan Tinggi  dalam bentuk bantuan Operasional dilakukan 
sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

12. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
 

 

13.  Lampiran 
 

Persiapan, penyusunan juknis dalam permen
Pengumuman dan penerimaan proposal
Review proposal
Penetapan penerima
Kontrak
Pelaksanaan kegiatan
Monev
Pelaporan

Dec

Jadwal Kegiatan Insentif KST (Bantuan Peralatan, Penguatan Kelembagaan, Implementasi Inovasi) 
dan PUI (Implementasi Inovasi)

Jun Jul Aug Sep Oct NovJan Feb Maret April Mei
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Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 

Lampiran I  

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BANTUAN SEJENIS DARI 
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/HIBAH DALAM DAN 
LUAR NEGERI LAIN 

(KOP LEMBAGA) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : «««(diiVi QaPa Kepala Lembaga pengusul) 

Jabatan : «««(JabaWaQ KeSaOa LePbaga pengusul) 

Alamat : «««(diiVi aOaPaW LePbaga PeQgXVXO) 

 

Dengan ini menyatakan tidak sedang menerima bantuan sejenis dengan 
Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian/ Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam Bentuk Bantuan Operasional 
yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Hibah Dalam 
dan Luar Negeri Lain. 

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa saya menerima bantuan serupa 
dengan Bantuan Fasilitasi Pendirian/ Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi dari Lembaga/Kementerian/Pemerintah Daerah lain, maka saya 
bersedia untuk bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima 
kasih. 

« (KRWa), « (WaQggaO bXOan tahun) 
« (NaPa JabaWaQ SeQgXVXO), 
 
 

 

(Nama pimpinan lembaga pengusul) 
  NIP « 
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Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 

Lampiran II 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PEMBIAYAAN 
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PENDIRIAN ATAU PENGEMBAGAAN 

KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI DAN GANTI KERUGIAN 

(KOP LEMBAGA) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : «««(diiVi QaPa KeSaOa LePbaga SeQgXVXO) 

Jabatan : «««(JabaWaQ KeSaOa LePbaga SeQgXVXO) 

Alamat : «««(diiVi aOaPaW Lembaga Pengusul) 

 

Menimbang situasi dan kondisi kelembagaan serta keuangan negara, 
dengan ini saya yang bertindak sebagai perwakilan lembaga pengusul, 
menyatakan tidak akan menuntut untuk mendapatkan pembiayaan 
Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembagaan 
Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi yang proses seleksinya telah 
lembaga kami ikuti serta tidak akan menuntut ganti rugi atas segala biaya 
dan usaha apapun yang telah dilakukan untuk menyusun proposal. 

Apabila dikemudian hari saya, lembaga saya, atau unsur lain terkait dengan 
proposal ini menuntut pembiayaan bantuan pemerintah dan atau ganti 
kerugian sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia untuk 
bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya. 

« (KRWa), « (WaQggaO bXOaQ WahXQ) 
« (NaPa JabaWaQ SeQgXVXO), 
 
 

 

(Nama pimpinan lembaga pengusul) 
             NIP « 
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Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 

Lampiran III (KHUSUS PENDIRIAN) 

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DARI LEMBAGA INDUK INKUBATOR 
MENYATAKAN KOMITMEN PENUH UNTUK MENDIRIKAN DAN 
MENGOPERASIKAN INKUBATOR DI LEMBAGA YANG BERSANGKUTAN 

(KOP LEMBAGA) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : «««(diiVi QaPa KeSaOa LePbaga IQdXk Sengusul) 

Jabatan : «««(JabaWaQ KeSaOa LePbaga IQdXk SeQgXVXO) 

Alamat : «««(diiVi aOaPaW LePbaga IQdXk PeQgXVXO) 

 

Dengan ini menyatakan berkomitmen penuh untuk mendirikan dan 
mengoperasikan Inkubator Bisnis Teknologi di bawah (Nama Lembaga 
Induk). 

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa saya tidak melaksanakan 
komitmen saya untuk mendirikan dan mengoperasikan Inkubator Bisnis 
Teknologi sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia untuk 
bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima 
kasih. 

« (KRWa), « (Wanggal bulan tahun) 
« (NaPa JabaWaQ SeQgXVXO), 
 
 

 

(Nama pimpinan lembaga induk pengusul) 
  NIP « 
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Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 

Lampiran IV (KHUSUS PENGEMBANGAN) 

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN FASILITASI 
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN IBT DARI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI 
DAN KEMENRISTEK/BRIN 

(KOP LEMBAGA) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : «««(diiVi QaPa KeSaOa LePbaga SeQgXVXO) 

Jabatan : «««(Jabatan Kepala Lembaga pengusul) 

Alamat : «««(diiVi aOaPaW LePbaga PeQgXVXO) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa kelembagaan yang saya pimpin belum 
pernah mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam Bentuk Bantuan Operasional 
dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian 
Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional. 

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kelembagaan yang saya pimpin 
pernah menerima bantuan sebagaimana dimksud di atas, maka saya 
bersedia untuk bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima 
kasih. 

« (KRWa), « (WaQggaO bXOaQ WahXQ) 
« (NaPa Jabatan pengusul), 
 
 

 

(Nama pimpinan lembaga pengusul) 
  NIP « 
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Lampiran V 

Draft Surat Pengajuan Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi  

SURAT PERMOHONAN FASILITASI PENDIRIAN ATAU PENGEMBAGAAN 
KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH PERGURUAN TINGGI 

DALAM BENTUK BANTUAN OPERASIONAL 

(KOP INSTANSI PENGUSUL) 

 
Nomor : 12/IBT.Pemkab Z/2021  Jakarta, 18 April 2021 
Lampiran :  1 (satu) berkas 
Hal :  Permohonan Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Kelembagaan 
IBT 
 
Yth.  
Plt. Direktur Sistem Inovasi  
Gedung II BPPT Lt. 22 
Jl. MH Thamrin No.8 
Jakarta 
 
Berdasarkan informasi yang kami terima melalui surat Plt. Direktur Sistem Inovasi 
nomor ................ tanggal ................ perihal Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi, dengan hormat kami Perguruan Tinggi 
X, menyampaikan permohonan Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi. Kami juga menyertakan dokumen pendukung berupa proposal 
dan dokumen pendukung lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan. 

 

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

Jakarta, 18 April 2021 
 

           (TTD & Stempel Lembaga) 

   Nama Kepala Lembaga 

NIP. Registrasi Pegawai Jika 
memungkinkan 

    

Tembusan : 

1. ................................. 
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Lampiran VI 

Draft Surat Pengajuan Pencairan Pendanaan Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi  

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN PENDANAAN FASILITASI 
PENDIRIAN ATAU PENGEMBAGAAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS 

TEKNOLOGI OLEH PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BANTUAN 
OPERASIONAL 

(KOP INSTANSI PENGUSUL) 

 
Nomor :  (nomor surat lembaga) Tempat, Tanggal 
Lampiran :  1 (satu) berkas 
Hal :  Permohonan Fasilitasi Pendirian/Pengembangan* IBT 
 
Yth.  
Plt. Direktur Sistem Inovasi  
Gedung II BPPT Lt. 22 
Jl. MH Thamrin No.8 
Jakarta 
 
Berdasarkan Surat keputusan PPK nomor «PPK/SK/2021 tanggal 20 April 2021 
perihal Penetapan Penerima Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan pada 
Inkubator Bisnis Teknologi dan Perjanjian kerjasama nomor «PPK/PKS/2021, 
dengan hormat kami Universitas A, menyampaikan permohonan Pencairan 
Pendanaan Fasilitasi Pendirian/Pengembangan* Inkubator Bisnis Teknologi secara 
sekaligus/ bertahap untuk termin I/ II sebesar 100%/70%/30%* hapus yang tidak 
perlu. Beserta surat ini, kami melampirkan pula berbagai dokumen kelengkapan 
pencairan dana yang diperlukan. 

 

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

(Tempat dan tanggal) 

 

           (TTD & Stempel Lembaga) 

   (Nama pimpinan 
lembaga) 

NIP. «««««««««««)
    

Tembusan : 

1................................. 

(*hapus salah satu)  
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Lampiran VII 

PROPOSAL 

BANTUAN PEMERINTAH BERUPA FASILITASI 
PENDIRIAN/PENGEMBANGAN* INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH 

PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BANTUAN OPERASIONAL  

(Judul Proposal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« (NaPa LePbaga) 

« (AOaPaW LePbaga) 

Tahun 2021 

 

(*hapus salah satu) 

 

 

Logo Lembaga Pengusul  
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LEMBAR PENGESAHAN  

 

UNTUK PENDIRIAN 

Calon Nama IBT (jika ada) : 

Lembaga Induk Pemilik IBT : 

Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian (dari Lembaga 
Induk) 

: 

Pemangku Kepentingan Utama/ 

Pemegang Saham (jika ada) 

: 

Bulan & Tahun Dimulainya 
Penyelenggaraan IBT 

: 

Alamat IBT : 

No. Telepon/ Fax : 

Alamat E-mail :  

Alamat Website :  

 

                                  

 

 

  

……………., ………….. 2021 
Mengetahui 
Jabatan 
 
Ditandatangani Pimpinan Lembaga Induk IBT / 
Kementerian/ Lembaga/ Ormas/ Badan Usaha 
 
Nama 
NIP 
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UNTUK PENGEMBANGAN 

Nama IBT : 

Lembaga Pemilik IBT : 

SK pendirian IBT /Dokumen 

Legal terkait   

: 

Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian 

: 

Pemangku Kepentingan Utama/ 

Pemegang Saham (jika ada) 

: 

Pimpinan IBT saat ini : 

Bulan & Tahun Dimulainya 
Penyelenggaraan IBT 

: 

Alamat IBT : 

No. Telepon/ Fax : 

Alamat E-mail :  

Alamat Website :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………., ………….. 2021 
Pimpinan IBT Mengetahui 
 
 
 
 
 
 
Nama 
NIP 

Jabatan 
 
Ditandatangani Pimpinan Lembaga/ Ormas/ 
Badan Usaha 
 
Nama 
NIP 
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PROPOSAL PENDIRIAN/PENGEMBANGAN IBT 

(JUDUL PROPOSAL) 

Cover 
Lembar Pengesahan 
Ringkasan Eksekutif (Maks. 500 kata) 
Daftar Isi 
Daftar Gambar 
Daftar Tabel 
Bab I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan (luaran) 
   Jelaskan luaran/target kegiatan Pendirian/Pengembangan* IBT 
secara kuantitatif dan kualitatif. 

Bab II. Uraian Teknis 
A. Kerangka IBT yang Akan Didirikan/ Profil IBT yang akan 

Dikembangakan* 
Jelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Struktur Organisasi IBT 
No Jabatan Jumlah 

(Pegawai Tetap/Tidak Tetap) 
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap 

1 Manager   
2 Peneliti   
 Staf   
 �«��   
 dll   

 

Fasilitas yang dimiliki Lembaga Induk yang Dapat Dipergunakan atau 
Dialihkan kepada IBT (Pendirian)/ Fasilitas yang Dimiliki IBT 
(Pengembangan)* 

No Lahan, Bangunan 
dan Sarana 

Jumlah 
unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Status Kepemilikan (V) 

    
Sendiri 

(lembaga 
Induk) 

Bergabung 
dengan 

lembaga lain 
(sebutkan) 

Sewa 

1 Lahan yang 
diperuntukan IBT 

     

2 Kantor 
Manajeman IBT 

         

3 Ruang Inkubasi 
(Kantor) Tenant 
Inwall 

         

3 Ruang Rapat          
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Fasilitas Peralatan Pendukung yang Dimiliki Lembaga Induk yang Dapat 
Dipergunakan atau Dialihkan kepada IBT (Pendirian)/ Fasilitas Peralatan 
Pendukung yang Dimiliki IBT (Pengembangan)* 

No Fasilitas Jumlah/ 
Kapasitas 

Peruntukan Kondisi 

1 Mesin 3D printing (contoh)   Berfungsi/ tidak 
berfungsi 

     
     

 
Uraikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh IBT dari tahun 2018-
2020 Khusus Pengembangan. 

NO INDIKATOR CAPAIAN URAIAN DUKUNGAN FASILITAS IBT 

1 Jumlah Teknologi 
Baru yang telah 
dihasilkan di 
inkubator (contoh) 

2 Teknologi 
Baru (contoh) 

Teknologi 
Pengawetan 
(contoh) 

Bangunan Produksi 
Peralatan kantor 
Peralatan Mesin 
(contoh) 

Teknologi 
pasca panen 

Bangunan Produksi 
Peralatan kantor 
Peralatan Mesin 
(contoh) 

2 Jumlah kerjasama 
teknologi transfer yang 
telah 
difasilitasi (termasuk 
bentuk kerjasama 
Lisensi, Royalti) - 
contoh 

2 Kerjasama 
(contoh) 

Kerjasama 
PT. A 
dengan PT B 
dalam bidang 
pengolahan 
pupuk 
(contoh) 

Bangunan Pengelola 
Bangunan Tenant 
Peralatan kantor 
(contoh) 

Kerjasama 
PT. A 
dengan 
Pemerintah 
Daerah 
dalam bidang 
pengolahan 
padi unggul 
(contoh) 

Bangunan Pengelola 
Bangunan Tenant 
Peralatan kantor 
(contoh) 

3 dll    
 

  

4 Ruang Pelatihan          

5 Ruang pameran ....          
...  �«��          
 dll      
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B. Profil Layanan IBT 
Uraikan rancangan layanan IBT yang dapat diberikan beserta 
prospek bisnisnya (pendirian)/ Uraikan layanan IBT beserta 
status aktivitas (Berjalan/tidak berjalan pengembangan)* 
 

NO LAYANAN IBT URAIAN STATUS AKTIFITAS 
(HANYA 

PENGEMBANGAN) 
1 Layanan Teknis  

a. pelatihan; 
b. peragaan; 
c. konsultasi teknis;  
d. informasi. 

  

2 Layanan Pengembangan 
Teknologi  
a. pengembangan desain 
teknologi; 
b. pengembangan 
purwarupa; 
c. manajemen kekayaan 
intelektual;  
d. konsultasi hukum. 

  

3 Layanan Inkubator 
Bisnis Teknologi  
a. Dukungan teknologi 
b. Dukungan manajemen 

bagi PPBT. 

  

4 Layanan Pendukung  
a. fasilitas produksi 

skala terbatas; 
b. ruang kantor; 
c. ruang konferensi/ 

seminar/ pameran 

.  

 
C. Profil Kelembagaan IBT 

Jelaskan identifikasi awal bisnis proses dan tata kelola yang 
akan dijalankan (Pendirian)/Jelaskan hasil pengukuran 
maturitas mengenai tata kelola kelembagaan dan Jejaring yang 
telah divalidasi oleh penyelenggara kegiatan pengukuran 
maturitas IBT serta dapat menunjukan kelemahan tata kelola dan 
jejaring IBT berdasarkan hasil pengukuran tersebut 
(Pengembangan)*. 

D. Dukungan pemangku kepentingan/stakeholders 
Jelaskan bentuk dukungan yang telah, sedang, dan akan 
diupayakan diperoleh dari pemangku kepentingan seperti 
perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha/bisnis. 

E. Komposisi Tim 
Jelaskan bidang kepakaran dari tim yang terlibat dalam  
perencanaan tata kelola kegiatan pendirian dan pengelolanya 
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kelak (Pendirian)/Jelaskan bidang kepakaran dari tim yang 
terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan pengembangan 
kegiatan dan target Fasilitasi Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi (Pengembangan)*. 
 
NO ASAL 

INSTANSI 
LATAR 
BELAKANG 
PENDIDIKAN 

JUMLAH 
PERSONIL 

    
 

F. Metode Pelaksanaan Kegiatan 
Jelaskan waktu, strategi, dan jenis aktivitas yang akan 
dilakukan dalam proses pendirian/pengembangan* IBT. 

G. Rencana kerja dan strategi implementasi pengembangan IBT 
Jelaskan rencana kerja jangka pendek (selama pelaksanaan 
kontrak) serta jangka Panjang (5 tahun ke depan) dalam rangka 
pengutan tata kelola kelembagaan dan penguatan jejaring IBT. 
 
Uraikan rencana kerja Pendirian IBT (Tahun 1) 

NO AKTIVITAS PENDIRIAN IBT  URAIAN KEGIATAN 
1 Penyusunan Dokumen Studi 

Kelayakan 
Mengadakan berbagai kegiatan dalam 
menyusun dokumen kelayakan misalnya 
business model canvas 

2 Pendampingan dalam kegiatan 
penyusunan studi kelayakan 
pendirian IBT 

Pendampingan dari pakar dalam proses 
pendirian IBT 

3   
 

Uraikan rencana kerja Pengembangan (Pendirian Tahun 2 dst) 
serta Pengembangan IBT 

NO AKTIFITAS IBT YANG MASIH 
LEMAH BERDASARKAN 

PENGUKURAN MATURITAS 

URAIAN DUKUNGAN 
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

STATUS 

1 Jejaring dengan dunia bisnis Mengadakan business matching  
2 Jejaring dengan regulator 

daerah 
Mengadakan event 
mengumpulkan pemda 

 

3 Kemampuan mengelola 
aktivitas lisencing 

Pelatihan melakukan lisencing  

 …..   
 

Bab III. Rencana Anggaran Biaya (Tabel RAB terlampir) 
Bab IV. Penutup 
Lampiran: 
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Lampiran IX 

 

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA  

PROPOSAL PERBAIKAN HASIL PENELAAHAN  
Nomor :   B/«./PI.01.01/2021 

 

 

Pekerjaan 

 

: 

 

Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Perguruan 
Tinggi dalam Bentuk Bantuan Operasional 

 Proposal : ..... diisi Judul proposal 

 

   

pada hari ini « tanggal dua bulan november, tahun dua ribu dua puluh 
Satu bertempat di gedung B.J. Habibie Jl. M.H. Thamrin no. 8 Jakarta Pusat, 
telah diadakan acara serah terima dokumen pencairan pendanaan bantuan 
pemerintah antara:                    

  

 

 Nama : Wihatmoko Waaskitoaji 

 Jabatan : Ketua Tim Penyelenggara Bantuan Pemerintah Berupa 
Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam Bentuk Bantuan 
Operasional. 

 Alamat : Gedung B.J. Habibie Lt.22 Jl. M.H. Thamrin No.8 Jakarta 
Pusat 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU 

 

 Nama : ........diisi nama ketua tim pengaju proposal 

 Jabatan : ........diisi jabatan di tim pengaju proposal 

 Alamat : ..................................... 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA 

 

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

Gedung B.J.Habibie - Lantai 21–22, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 3169862, Faksimile: (021) 3101952 

Laman: www.ristekbrin.go.id 
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Dengan ini PIHAK KESATU telah menerima dan memeriksa proposal yang telah 
diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan bahwa proposal tersebut telah 
sesuai dengan perbaikan yang diminta sebagaimana tercantum dalam berita 
acara penelaahan proposal B/001/F2.1/PI.01.01/2020 tanggal 26 Oktober 
2020 berupa: 
 
1. Membuat timeline atau jadwal pelaksanaan kegiatan yang menjamin 

pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan; 
2. Melaksanakan penyesuaian atau rasionalisasi jumlah anggaran pada 

bagian-bagian yang telah disepakati; 
3. Memasukan model bisnis yang telah mempertimbangkan unsur sosial 

kemasyarakatan yang menjamin program ini dapat terus berkelanjutan; 
dan 

4. Melibatkan kelembagaan yang ada di desa dalam proses aplikasi teknologi.  
  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

     PIHAK KEDUA        PIHAK KESATU 

        Ketua Tim                                                      Ketua Tim Penyelenggara 
Pengaju Proposal (JUDUL)                            Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi 

    Kelembagaan                                  
                                                                     
        

Ttd      

 
................................    Wihatmoko Waskitoaji 

NIP. .............................    NIP: 196710121987011001 
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Lampiran X 

 

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA  

DOKUMEN PENCAIRAN PENDANAAN BANTUAN PEMERINTAH SECARA 
SEKALIGUS/BERTAHAP TAHAP I/TAHAP II* 

Nomor :   B/«./PI.01.01/2020 

 

 

Pekerjaan 

 

: 

 

Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi Oleh Perguruan Tinggi 
Dalam Bentuk Bantuan Operasional 

Judul Proposal : ..... diisi Judul proposal 

 

   

Pada hari ini selasa tanggal tujuh belas bulan november, tahun dua ribu 
dua puluh satu bertempat di gedung b.j. Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8 
Jakarta Pusat, telah diadakan acara serah terima dokumen pencairan 
pendanaan bantuan pemerintah antara:                    

  

 

 Nama : Medy Eka Suryana 

 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Penguatan 
Inovasi 

 Alamat : Gedung B.J. Habibie Lt.22 Jl. M.H. Thamrin No.8 Jakarta 
Pusat 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU 

 

 Nama : ........diisi nama kepala lembaga yang tanda tangan kontrak 

 Jabatan : ..... diisi jabatan kepala lembaga yang tanda tangan kontrak 

 Alamat : ..................................... 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA 

 

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

Gedung B.J.Habibie - Lantai 21–22, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 3169862, Faksimile: (021) 3101952 

Laman: www.ristekbrin.go.id 
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Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan dokumen pencairan pendanaan 
bantuan pemerintah kepada PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam 
Perjanjian Kerjasama Nomor: ... tanggal « ,pasal 5 ayat (2) berupa: 
 
1. dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani (untuk 

termin I asli termin II copy); 
2. rencana Penggunaan Dana (untuk pencairan bertahap termin I, 

melampirkan rencana penggunaan dana keseluruhan 100% dan 70% 
untuk termin II penggunaan dana termin II/ 30%); 

3. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani; 
4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (untuk termin I);  
5. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (untuk termin II dan 

akhir); 
6. surat Berita Acara Pembayaran; dan 
7. proposal hasil perbaikan penelaahan (untuk termin I). 
  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

     PIHAK KEDUA      PIHAK KESATU 

        

Ttd dan cap lembaga     Ttd dan cap lembaga 

 

 
................................          Medy Eka Suryana 

NIP. .............................    NIP: 196901121992031003 
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Lampiran XI 

 

No. Rekening Bank  :  «««««««« 

Nama Bank :  ««««««««.. 

Cabang : ««««««««.. 

Nama Rekening :  ««««««««««. 

NPWP :  «««««««« 

 
KWITANSI 

 

SUDAH TERIMA DARI :  Satker Deputi Bidang Penguatan Inovasi 
   Kementrian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan 

Inovasi Nasional   
 
TERBILANG :   (diisi jumlah nilai 70%/30% x nilai kontrak dalam 

huruf) 
  
UNTUK PEMBAYARAN  :  Pembayaran Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi Oleh Perguruan Tinggi dalam Bentuk 
Bantuan Operasional ´diisi sesuai dengan judul 
proposal di SK Penetapan PPKµ sesuai dengan pasal 
5 ayat (2) butir a Perjanjian Kerjasama Nomor: ... 
WaQggaO « , daQ BeUiWa AcaUa PePba\aUaQ NRPRU : « 
tanggal «. 

    
«««««, 17 November 2021 

PIHAK KEDUA 

Materai 6000, TTD, dan stempel 
lembaga 

««««««««««««« 

NIP. ........................... 

--------------------------------------------------------------------                   

 

JUMLAH :                                       

--------------------------------------------------------------- 

  

Rp.                                
,-       

KOP LEMBAGA 

(diisi jumlah nilai 
70%/30% x nilai kontrak 
dalam angka) 



 

- 35 - 
 

Lampiran XII 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

No (nomor surat Lembaga) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama Lembaga     :  .......................... (diisi nama lembaga) 

2. Nama Pimpinan Lembaga  :  ....................... (diisi nama pimpinan lembaga) 

3. Alamat Lembaga    :  .......................... (diisi alamat lembaga) 

4. Nama Bantuan                :  Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam 
Bentuk Bantuan Operasional (Judul). 

 

berdasarkan Surat Keputusan ... (SK Penetapan) Nomor ... (Nomor SK 
Penetapan) tentang ... (tentang SK Penetapan) tanggal ... (tanggal SK Penetapan) 
dan Perjanjian Kerja Sama Nomor « (QRPRU PKS/NRPRU KRQWUak) mendapatkan 
Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi Oleh Perguruan Tinggi dalam Bentuk Bantuan Operasional 
(Judul) sebesar Rp«(WeUbiOaQg) (QiOai baQWXaQ VeVuai SK Penetapan). 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang akan dibayarkan secara 
lunas kepada pihak yang berhak menerima mengacu rancangan belanja 
yang telah diajukan. 

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang 
akan dilaksanakan. 

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran 
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. 

4. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara 
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

  

KOP 

SURAT LEMBAGA 
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Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 « (KRWa), « (17 NRYePbeU 2020) 

 « (NaPa JabaWaQ), 

 

 

                                                                                             

 « (NaPa KeSaOa LePbaga) 

 NIP «  

  

Materai 6000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 
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Lampiran XIII 

 

BERITA ACARA PEMBAYARAN 

Nomor: B/...../F2.1/PI.01.01/2021 

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan november tahun dua ribu dua 

puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

I.  Pihak Pemilik Program  -  PIHAK KESATU 

  N a m a :  Medy Eka Suryana 

 Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Penguatan 

Inovasi 

 Alamat : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi 

Nasional, Gedung B.J. Habibie, Lantai 22,  Jl . MH. Thamrin No. 8 

² Jakarta 10340. 

II. Pihak Pelaksana Pekerjaan - PIHAK KEDUA 

 N a m a : ............diisi nama kepala lembaga yang tanda tangan kontrak 

  Jabatan  : ...........diisi jabatan kepala lembaga yang tanda tangan kontrak 

  Alamat : ......................... 

Dengan ini menyatakan: 

 

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran tertanggal (tanggal), sesuai pasal 

5 ayat (2) butir a Perjanjian Kerjasama, Nomor:  (Nomor PKS), yang dibuat dan 

ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, untuk:  

 

1. Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi Oleh Perguruan 
Tinggi Dalam Bentuk Bantuan Operasional. 
 

2. Pelaksana  : Lembaga Pelaksana 

3. Biaya 

total 

: Rp. ......................,- (terbilang .........................)  

 

Maka PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran Tahap I dari PIHAK KESATU 

sebesar 70%/30% x Rp. ........... diisi nilai kontrak = Rp. ..................,- 

(terbilang.............................................................). 

 

  

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

Gedung B.J.Habibie - Lantai 21–22, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 3169862, Faksimile: (021) 3101952 

Laman: www.ristekbrin.go.id 
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KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN : 

1. Bantuan Pemerintah sebesar :  Rp.  ................., diisi nilai 

kontrak (terbilang) 

2. Pembayaran dengan Berita Acara ini : Rp.  ................, diisi jumlah nilai 

70%/30% x nilai kontrak (terbilang) 

 

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 

tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya. 

            

PIHAK KEDUA 

 

Tandatangan & stempel 

 

 

 

PIHAK KESATU 

...............................  Medy Eka Suryana 

NIP. .................... NIP: 196901121992031003 
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Lampiran XIV 

LAPORAN AKHIR 

BANTUAN PEMERINTAH BERUPA FASILITASI 
PENDIRIAN/PENGEMBANGAN* INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH 

PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BANTUAN OPERASIONAL 

« (JXdXO PURSRVaO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« (NaPa LePbaga) 

« (AOaPaW LePbaga) 

Tahun 2021 

Logo Lembaga 
Pengusul  
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 LEMBAR PENGESAHAN  

 

UNTUK PENDIRIAN 

Calon Nama IBT (jika ada) : 

Lembaga Induk Pemilik IBT : 

Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian (dari Lembaga 
Induk) 

: 

Pemangku Kepentingan Utama/ 

Pemegang Saham (jika ada) 

: 

Bulan & Tahun Dimulainya 
Penyelenggaraan IBT 

: 

Alamat IBT : 

No. Telepon/ Fax : 

Alamat E-mail :  

Alamat Website :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………., ………….. 2021 
Mengetahui 
Jabatan 
 
Ditandatangani Pimpinan Lembaga Induk IBT / 
Kementerian/ Lembaga/ Ormas/ Badan Usaha 
 
Nama 
NIP 
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UNTUK PENGEMBANGAN 

Nama IBT : 

Lembaga Pemilik IBT : 

SK pendirian IBT /Dokumen 

Legal terkait   

: 

Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian 

: 

Pemangku Kepentingan Utama/ 

Pemegang Saham (jika ada) 

: 

Pimpinan IBT saat ini : 

Bulan & Tahun Dimulainya 
Penyelenggaraan IBT 

: 

Alamat IBT : 

No. Telepon/ Fax : 

Alamat E-mail :  

Alamat Website :  

 

                                  

 

  

 ……………., ………….. 2021 
Pimpinan IBT Mengetahui 
 
 
 
 
 
 
Nama 
NIP 

Jabatan 
 
Ditandatangani Wakil Rektor yang Membidangi 
Riset dan Inovasi  
Pimpinan IBT 
 
Nama 
NIP 
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LAPORAN AKHIR 
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA FASILITASI 

PENDIRIAN/PENGEMBANGAN* INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH 
PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BANTUAN OPERASIONAL  

(JUDUL PROPOSAL) 
 
Cover 
Lembar Pengesahan 
Ringkasan Eksekutif (Maks. 500 kata) 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Gambar 
Daftar Tabel 
Bab I.  Pendahuluan 

A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan (luaran) 
 Jelaskan luaran/target kegiatan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Bab II. Metode Pelaksanaan Kegiatan 
A. Profil IBT yang Didirikan/Dikembangkan* 
 Jelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Struktur Organisasi IBT 
B. Pelaksanaan Kegiatan Pendirian/Pengembangan* 
 Jelaskan waktu, strategi, dan jenis aktivitas yang telah dilakukan. 
C. Komposisi Tim 
 Jelaskan bidang kepakaran dari tim yang terlibat dalam penyusunan dan 

pelaksanaan perancangan kegiatan dan target kegiatan Fasilitasi 
Pendirian/Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi.  

Bab III.Uraian Teknis 
A. Profil Layanan IBT 

Uraikan rancangan layanan IBT yang dapat diberikan beserta prospek 
bisnisnya (pendirian)/ Uraikan layanan IBT beserta status aktivitas 
(Berjalan/tidak berjalan pengembangan)*  

B. Profil Kelembagaan  
Jelaskan hasil pengukuran maturitas mengenai tata kelola kelembagaan 
dan SDM yang telah divalidasi oleh penyelenggara kegiatan pengukuran 
maturitas IBT serta dapat menunjukan kelemahan IBT berdasarkan hasil 
pengukuran tersebut. 

C. Dukungan pemangku kepentingan/stakeholders 
Jelaskan bentuk nyata dukungan yang telah, sedang, dan akan dilakukan 
oleh pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, 
dan dunia usaha/bisnis. 

D. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pendirian/Pengembangan* 
Inkubator Bisnis Teknologi 
Jelaskan kegiatan-kegiatan apa yang telah dilaksanakan dalam rangka 
pengembangan tatakelola dan jejaring IBT mengacu pada proposal 
kegiatan yang telah dibuat termasuk penggunaan dananya serta 
dampaknya terhadap perubahan (pendirian: visi, misi, kerangka kerja 
organisasi, kerangka komposisi tim dll) (pengembangan: kinerja layanan 
fungsi IBT) sebelum mendapatkan pendanaan.  

E. Analisa Dampak Sosial dan Ekonomi 
Nilai tambah Ekonomi (yang sudah dan atau akan didapat dalam betuk 
nilai uang), Nilai tambah sosial ((yang sudah dan atau akan didapat 
dampak terhadap kinerja lembaga) 

F. Rencana kerja dan Strategi Implementasi Pengembangan Kelembagaan 
IBT Setelah Pendanaan 

 Jelaskan roadmap/rencana kerja IBT jangka pendek (saat pendanaan) 
dan jangka menengah (jangka 5 tahun) setelah pendanaan. 

Bab IV.Penutup 
Lampiran 
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1. Foto-foto atau dokumentasi 
2. Dokumen lain yang relevan 
3. Dokumentasi lainnya yang relevan  
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Lampiran XV 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

No (nomor surat Lembaga) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama Lembaga     :  .......................... (diisi nama lembaga) 

2. Nama Pimpinan Lembaga  :  ........................ (diisi nama pimpinan lembaga) 

3. Alamat Lembaga    :  .......................... (diisi alamat lembaga) 

4. Nama Bantuan                :  Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam 
Bentuk Bantuan Operasional (Judul). 

 

berdasarkan Surat Keputusan ... (SK Penetapan) Nomor ... (Nomor SK 
Penetapan) tentang ... (tentang SK Penetapan) tanggal ... (tanggal SK Penetapan) 
dan Perjanjian Kerja Sama Nomor « (nomor PKS/Nomor Kontrak) mendapatkan 
Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Perguruan Tinggi dalam Bentuk Bantuan Operasional 
(Judul) sebesar Rp«(WeUbiOaQg) (QiOai baQWXaQ VeVXai SK PeQeWaSaQ). 

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Sampai dengan bulan « (bXOaQ & WahXQ) telah menerima pencairan dengan 
nilai nominal sebesar Rp « (NiOai SeQcaiUaQ) (... (terbilang)), dengan rincian 
penggunaan sebagai berikut: 
a. Jumlah total dana yang telah diterima  : Rp « ( « (terbilang) )  

b. Jumlah total dana yang dipergunakan  : Rp « ( « (WeUbiOaQg) )  

c. Jumlah total sisa dana    : Rp « ( « (WeUbiOaQg) )  

2. Persentase jumlah dana Bantuan Pemerintah Berupa Desa Inovasi 
Berketahanan Sosial oleh Perguruan Tinggi dalam Bentuk Bantuan 
Operasional (judul) yang telah digunakan adalah sebesar « (QiOai Sada 
nomor 1 poin b dibagi nilai pada nomor 1 poin a dikali 100%) (terbilang). 

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada 
yang berhak menerima. 

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang 
telah dilaksanakan. 

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran 
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. 

6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 

KOP 

SURAT LEMBAGA 
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kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara 
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

                                                        « (KRWa), « (WaQggaO bXOaQ WahXQ) 

 « (NaPa JabaWaQ), 

 

 

                                                                                             

 « (Nama Kepala Lembaga) 

 NIP «  

  

Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 
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Lampiran XVI 

 

 

 

 

 

 
BERITA ACARA  

SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR BANTUAN PEMERINTAH BERUPA 
FASILITASI PENDIRIAN ATAU PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS 
TEKNOLOGI OLEH PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BANTUAN 

OPERASIONAL 
Nomor :   

 

Pekerjaan : BANTUAN PEMERINTAH BERUPA FASILITASI PENDIRIAN ATAU 
PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH 
PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BANTUAN 
OPERASIONAL 

 (JUDUL PROPOSAL) 

   

Pada hari ini Jumat  Tanggal 19, Bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua 
Puluh Satu bertempat di..........., telah diadakan acara serah terima Laporan 
antara  :                    

  

 

 Nama : Medy Eka Suryana 

 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Penguatan 
Inovasi 

 Alamat : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi 
Nasional, Gedung B.J. Habibie, Lantai 22,  Jl . MH. Thamrin 
No. 8 ² Jakarta 10340 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU 

 

 Nama : «««(diiVi QaPa SiPSiQaQ OePbaga) 

 Jabatan : «««(diiVi QaPa jabaWaQ SiPSiQaQ OePbaga) 

 Alamat : «««(diiVi aOaPaW OePbaga) 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA 

 

Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Akhir Bantuan 
Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi Oleh Perguruan Tinggi dalam Bentuk Bantuan Operasional (Judul) 
sebanyak .. («) eksemplar kepada PIHAK KESATU. 

PIHAK PERTAMA 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Pada Deputi Bidang Penguatan Inovasi  

Logo Lembaga 
Pengusul 
Proposal 
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No N a m a Jabatan Tanda 
Tangan 

1    

2    

3    
 

 

Tim Penyelenggara 

No Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1    

2    

3    

 

PIHAK KEDUA  

 

Nama   :   

     Alamat  :   

 

No Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1    
 

       

 

Mengetahui, 

Pejabat Pembuat Komitmen, 

 

 

 

Medy Eka Suryana, SIP, MM 

   NIP: 19690112 199203 1 003 
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II. Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi Oleh Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Dan Badan 
Usaha Dalam Bentuk Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik 
Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran. 

 

1. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Pemerintah 
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6374); 

b. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kementerian 

Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 89); 

c. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 20l9 Tentang 

Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri 

Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 20l9-2024; 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 731); 



 

- 49 - 
 

f. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan 

Inovasi Nasional Nomor 3/M/KPT/2021 tentang Pejabat 

Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan 

Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi 

Nasional; 

g. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan 

Inovasi Nasional Nomor ««/M/KPT/2020 tentang Bantuan 

Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 

Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang 

Penguatan Inovasi. 

 

2. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah 
Penggunaan Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian Atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

bertujuan untuk:  

a. Pendirian lembaga inkubator bisnis teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha;   

b. Pengembangan kelembagaan inkubator bisnis teknologi yang 

sudah ada (exist) di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 

Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha. 

 

3. Pemberi Bantuan Pemerintah 
Pemberi Bantuan Pemerintah adalah Satuan kerja Deputi Bidang 

Penguatan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan 

Inovasi Nasional. 
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4. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah 
Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian 

Atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

dikelompokkan  menjadi : 

a. Penerima program Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian 

Inkubator Bisnis Teknologi sebagai berikut: 

1. Lembaga induk yang mengajukan pendirian inkubator merupakan 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat dan Badan Usaha; 

2. Memiliki bidang fokus unggulan yang akan dikembangkan; 

3. Mengajukan permohonan bantuan dan mengirimkan borang 

pendirian. Format pada Lampiran V; 

4. Memiliki Rekening Bank, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas 

nama Lembaga yang mengajukan pendirian inkubator bisnis 

teknologi;  

5. Calon Penerima tidak sedang menerima bantuan sejenis dari 

Kementerian/Lembaga Lainnya pada tahun berjalan dinyatakan 

dalam surat pernyataan. Format surat pada Lampiran I, 

6. Calon penerima belum pernah mendapatkan fasilitasi pendirian 

IBT baik dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi 

Nasional. Lampiran I;  

7. Mengirimkan Surat Pernyataan Komitmen dari Lembaga Induk 

Inkubator menyatakan komitmen penuh untuk mendirikan dan 

mengoperasi inkubator di lembaga yang bersangkutan. Format 

surat pada Lampiran III; dan 

8. Menyatakan tidak akan menuntut pembiayaan dan ganti rugi 

apabila terjadi perubahan terhadap kelembagaan dan anggaran 

instansi pengelola Bantuan Pemerintah Lampiran II. 
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b. Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pengembangan 

Kelembagaan Inkubator adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki legalitas pendirian lembaga IBT  untuk Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha yang terdiri dari:  

a. legalitas pendirian lembaga inkubator bisnis teknologi di 

Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah diterbitkan oleh 

Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Unit/ Kepala Daerah yang 

bersangkutan; 

b. legalitas pendirian lembaga inkubator bisnis teknologi di 

Organisasi Masyarakat berbentuk badan hukum diterbitkan 

oleh Notaris untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART)  dan Pengesahan badan hukum 

perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

c. legalitas pendirian lembaga inkubator bisnis teknologi 

berbentuk Badan Usaha (Swasta) diterbitkan oleh Notaris; dan 

d. legalitas pendirian lembaga inkubator bisnis teknologi 

berbentuk Yayasan/ Koperasi diterbitkan oleh Ketua Yayasan/ 

Koperasi. 

2. Memiliki Rekening Bank dan NPWP atas nama lembaga inkubator 

bisnis teknologi atau lembaga induk; 

3. Mengajukan permohonan bantuan dan mengisi borang secara 

online serta mengirimkan isian borang Lampiran V; 

4. Calon penerima tidak sedang menerima bantuan sejenis dari 

Kementerian/Lembaga  lainnya pada tahun berjalan dinyatakan 

dalam surat pernyataan, Lampiran I 

5. Calon penerima belum pernah mendapatkan fasilitasi 

pengembangan kelembagaan IBT dari Kementerian Riset Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Riset dan 

Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lampiran IV; 
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6. Calon penerima telah beroperasi minimal 3 tahun (berdasarkan 

Surat Keputusan Pendirian); dan 

7. Menyatakan tidak akan menuntut pembiayaan dan ganti rugi 

apabila terjadi perubahan terhadap kelembagaan dan anggaran 

instansi pengelola Bantuan Pemerintah, Lampiran II. 

 

5. Bentuk Bantuan Pemerintah 
A. Bentuk Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian Atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

berupa dana (uang), yang dapat digunakan untuk kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi  

a) Pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan atau rapat atau 

FGD pendirian inkubator bisnis teknologi dan 

pendampingan penyusunan studi kelayakan, Business 

Model Canvas, Business Plan Inkubator Bisnis Teknologi, 

dan rekrutmen tenant (maksimum penggunaan dana 

60%); 

b) Identifikasi sumber tenant (maksimum penggunaan dana 

20%). 

c) Grand Launching (maksimum penggunaan dana 40%) 

2) Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi 

a) Membangun jejaring dengan seluruh pemangku 

kepentingan (maksimum penggunaan dana 15%);  

b) Capacity Building tenant dapat berupa Training, Coaching, 

Mentoring, Konsultasi (maksimum penggunaan dana 

70%); 

c) Kegiatan Promosi hasil inkubasi dapat berupa Pemeran, 

Business matching, business gathering, Demo Day dengan 
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investor, Fasilitasi Coaching ke investor (maksimum 

penggunaan dana 30%); 

d) Rekrutmen tenant (maksimum penggunaan dana 15%) 

B. Bantuan hanya dapat dibelanjakan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2021 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 untuk: 

B.1 Kegiatan Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi 

1. Biaya ATK, Penggandaan Bahan, Konsumsi, Spanduk,  

dan Penggandaan Laporan Kegiatan; 

2. Biaya Honorarium Narasumber, pendamping, mentor 

dalam rangka kegiatan pendirian dan pendampingan 

(eksternal inkubator); 

3. Biaya Honorarium Tim Pengelola dana bantuan dengan 

ketentuan maksimal 2 (dua) orang; 

4. Biaya perjalanan dinas alam negeri dalam rangka kegiatan 

pendirian dan pendampingan inkubator bisnis teknologi; 

5. Biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kegiatan 

pendirian dan pendampingan inkubator bisnis teknologi;  

6. Biaya sewa ruangan dan peralatan untuk keperluan acara 

sebagaimana dimaksud Nomor 5 bagian A1 nomor 3 

B.2 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis 

Teknologi 

1. Biaya ATK, Penggandaan Bahan, Konsumsi, Spanduk dan 

Penggandaan Laporan Kegiatan; 

2. Biaya Honorarium Nasarumber, pendamping, coach, dan 

mentor dalam rangka kegiatan pengembangan 

kelembangaan dan pendampingan (eksternal inkubator); 

3. Biaya Honorarium Tim Pengelola dana bantuan dengan 

ketentuan maksimal 2 (dua) orang; 



 

- 54 - 
 

4. Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka 

kegiatan pengembangan kelembagaan inkubator bisnis 

teknologi; 

5. Biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kegiatan 

pengembangan kelembagaan inkubator bisnis teknologi; 

dan/atau 

6. Biaya sewa ruangan dan peralatan untuk keperluan acara 

sebagaimana dimaksud Nomor 5 bagian A2 nomor 3. 

 

6. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah 
a.  Pagu anggaran pemberian Bantuan Pemerintah untuk pendirian 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk 

Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 

yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk masing-masing 

penerima sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); 

dan 

b. Pagu anggaran pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pengembangan 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk 

Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 

yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk masing-masing 

penerima sebesar Rp230.591.250,00 (dua ratus tiga puluh juta lima 

ratus sembilan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah); dan 

c.  besaran anggaran yang didistribusikan kepada penerima Bantuan 

sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a dan b merupakan 

jumlah maksimal; 

d. besaran anggaran yang disalurkan kepada penerima pendirian dan 

pengembangan inkubator sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf 

a dan b akan bergantung pada hasil penelaahan terhadap proposal 

usulan oleh tim penilai.  
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7. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah 
a. pemberian Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan 

Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK 

dan disahkan oleh KPA; 

b. pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 

atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK 

dengan penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan 

dalam Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA; 

c. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

paling sedikit memuat: 

1) hak dan kewajiban kedua belah pihak; 

2) jumlah bantuan yang diberikan; 

3) tata cara dan syarat penyaluran; 

4) pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 

berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 

Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usahadalam 

Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran untuk menggunakan bantuan pemerintah sesuai 

dengan rencana yang telah disepakati; 

5) pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 

berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 

Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah 
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Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usahadalam 

Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan 

ke kas negara; 

6) sanksi; 

7) penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala 

kepada PPK; dan 

8) penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK 

setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. 

d. pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 

atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

diberikan dalam bentuk uang kepada penerima Bantuan 

Pemerintah melalui mekanisme LS ke rekening penerima; 

e. penentuan penyaluran dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya 

yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan 

oleh Pengguna Anggaran secara sekaligus atau bertahap 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan oleh KPA dengan 

mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan 

kegiatan; 

f. pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 

atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan secara bertahap; 
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g. Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan 

dana bantuan operasional setelah perjanjian kerja sama 

ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 

2. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana 

bantuan operasional, apabila dana pada Tahap I telah 

dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;   

h. PPK menandatangani perjanjian kerja sama untuk pencairan 

secara bertahap setelah dilakukan pengujian dokumen kesesuaian 

penetapan penerima bantuan, proposal dan rencana penggunaan 

anggaran yang telah ditelaah oleh tim penilai; 

i. penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

mengajukan permohonan pencairan dana bantuan operasional 

tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana 

bantuan operasional kepada PPK dengan melampirkan: 

1) surat permohonan pencairan dana bantuan pemerintah  

tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan 

operasional dengan format sebagaimana tercantum dalam 

Anak Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini; 

2) perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh 

penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 

atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan 

Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 

yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;  
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3) proposal dan rencana penggunaan keseluruhan anggaran 

bantuan pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan 

Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 

Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh 

Pengguna Anggaran, Lampiran VII dan Lampiran VIII; 

4) rencana penggunaan dana tahap I, Lampiran VIII; 

5) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani 

oleh penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi 

oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat dan Badan Usahadalam Bentuk Bantuan Lainnya 

yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 

Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, Lampiran XI; 

6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), 

Lampiran XII. 

j. penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usahadalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

mengajukan permohonan pencairan dana bantuan operasional 

tahap II sebesar 30% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan 

dana bantuan operasional kepada PPK dengan melampirkan:  

1) surat permohonan pencairan dana bantuan operasional tahap 

II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan operasional 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Menteri/Kepala Badan ini; 

2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani 

oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK, Lampiran XI;  
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3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 

sebelumnya, Lampiran VIII;  

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas 

kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya, Lampiran XV. 

k. SPTJM sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka 6) dibuat 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Anak 

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri/Kepala Badan ini; 

l. SPTB sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 4) dibuat sesuai 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran XV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Menteri/Kepala Badan ini; 

m. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana 

sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan j yang diajukan 

penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usahadalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

secara bertahap sebagai berikut: 

1) memeriksa rencana pengeluaran dana bantuan operasional 

pada setiap tahap yang akan dicairkan untuk menilai dan 

memastikan kesesuaian dan/atau kelayakan, serta 

memberikan justifikasi besaran dana yang akan dicairkan 

terhadap lingkup kegiatan sebagaiman tercantum dalam 

proposal usulan yang telah ditelaah dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) Memeriksa laporan penggunaan dana pada setiap tahap; 

3) memeriksa dan memastikan keabsahan perjanjian kerja sama 

yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah 

berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
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Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam 

Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran;  

4) memeriksa dan memastikan keaslian, kesesuaian dan 

kebenaran data, serta keabsahan kuitansi bukti penerimaan 

uang yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan 

Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha 

dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran; 

5) memeriksa dan memastikan kesesuaian format dan 

kebenaran data dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM): 

6) memeriksa dan memastikan kesesuaian format dan 

kebenaran data dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Belanja (SPTB): 

7) dapat membentuk atau dapat dibantu oleh tim untuk 

melakukan   pengujian dokumen sebagaimana dimaksud 

pada huruf i dan huruf j, jika diperlukan;  

8) menyusun daftar kelengkapan dokumen yang diperlukan 

untuk    pelaksanaan pengujian dokumen permohonan 

pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi 

oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan 

Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 

yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; 
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9) menyampaikan pemberitahuan kepada penerima Bantuan 

Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha 

dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran dalam hal dokumen permohonan pencairan dana 

tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak sah untuk diperbaiki 

atau dilengkapi oleh penerima Bantuan Pemerintah; dan 

10) melanjutkan proses pencairan dana Bantuan Pemerintah 

berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 

Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam 

Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran dalam hal dokumen permohonan pencairan dana 

lengkap, sesuai, atau sah. 

n. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta 

menerbitkan SPP untuk pencairan tahap selanjutnya sebagaimana 

dimaksud dalam huruf m setelah dilakukan pengujian dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan j; 

o. SPP sebagaimana dimaksud dalam huruf n disampaikan kepada 

PP-SPM dengan mekanisme pembayaran secara bertahap 

melampirkan dokumen sesuai dengan tahapan pencairannya 

sebagaimana dimaksud pada huruf huruf i dan j; 

8. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah 
Rincian penyaluran dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat 

dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 

Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran sebagai berikut: 
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a) penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan melalui 

tahapan persiapan kegiatan, sosialisasi kegiatan, pengajuan 

proposal, penelaahan dan perbaikan proposal, penetapan 

penerima, penandatanganan kontrak kerja, implementasi 

kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan; 

b) Tahap 1: Persiapan Kegiatan 

Persiapan kegiatan meliputi: 

1) penyusunan dan penetapan Tim Penyelenggara Bantuan 

Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha 

dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

tahun 2021 oleh KPA; 

2) penyusunan dan penetapan tim penilai proposal Bantuan 

Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha 

dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

tahun 2021 oleh KPA; 

3) penyusunan Rancangan Keputusan PPK Satuan Kerja Deputi 

Bidang Penguatan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/ 

Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penetapan Proposal 

Penerima dana Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya 

yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 

Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran tahun 2021 oleh KPA; dan 

4) menyiapkan rancangan dokumen kelengkapan berkas untuk 

pencairan anggaran. 
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c) Tahap 2: Pegumuman dan Sosialisasi Kegiatan 

Pegumuman dan sosialisasi kegiatan Bantuan Pemerintah berupa 

Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis 

Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 

Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan 

Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 

Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran oleh Tim Penyelenggara 

kepada calon penerima dapat secara daring maupun luring melalui 

berbagi media; 

d) Tahap 3: Pengajuan Usulan Proposal  

Pengajuan usulan proposal dilakukan oleh calon penerima 

Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri/ Kepala Badan ini. 

e) Tahap 4: Penelaahan dan Perbaikan Proposal  

1) penelaahan proposal terdiri atas: 

a) penelaahan administrasi dilakukan oleh Tim 

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

angka 1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

meliputi kelengkapan administrasi dan keabsahan 

proposal; dan 

b) penelaahan substansi dan anggaran dilakukan oleh tim 

penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) 

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender 

untuk: 

1. Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat 

dan Badan Usaha meliputi jumlah dan prospek calon 
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tenant yang akan dibina, kesiapan Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat 

dan Badan Usaha dalam menyediakan sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan 

untuk calon inkubator bisnis teknologi, rencana kerja, 

strategi implementasi dan rencana penggunaan 

anggaran; 

2. Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pengembangan 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat 

dan Badan Usaha meliputi keberhasilan sejak 

inkubator bisnis teknologi berdiri, yang dapat berupa 

jumlah tenant yang berhasil diinkubasi yang 

berkarakteristik high growth start-up, jumlah tenant 

yang berhasil mendapatkan pendanaan lanjutan baik 

dari pemerintah maupun swasta, jejaring yang berhasil 

dibangun, kegiatan terkait proses inkubasi yang 

berhasil diselenggarakan, jumlah mentor tetap, 

narasumber yang berhasil didatangkan, serta strategi 

implementasi dan rencana penggunaan anggaran; 

2) tim penilai menyusun berita acara hasil penelaahan proposal; 

3) berita acara hasil penelaahan proposal sebagaimana 

dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada calon 

penerima; 

4) dalam hal hasil penelaahan proposal menunjukkan perlunya 

perbaikan proposal, calon penerima harus menyampaikan 

hasil perbaikan proposal kepada tim penilai dalam jangka 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender. 

f) Tahap 5: Penetapan Penerima  

Penetapan penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 
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Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya 

yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan 

oleh Pengguna Anggaran dilaksanakan dengan Keputusan PPK 

yang disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan hasil 

penelaahan oleh tim penilai dan Tim Penyelenggara. 

g) Tahap 6: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan oleh 

pimpinan lembaga penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya 

yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan 

oleh Pengguna Anggaran dengan PPK. 

h) Tahap 7: Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan dengan PPK. 

i) Tahap 8: Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan 

pencapaian sasaran, tujuan, dan luaran yang telah tetapkan 

perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima 

Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau 

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

dengan PPK. 

j) Tahap 9: Pelaporan 
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Pelaporan dilaksanakan oleh penerima Bantuan Pemerintah 

berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis 

Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 

Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan 

Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 

Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang meliputi laporan 

penggunaan anggaran pada setiap tahap dan laporan 

pertanggungjawaban. 

 

9. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; 
a. hak penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian 

atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 

Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 

adalah menerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan perjanjian 

kerja sama yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima 

Bantuan dengan PPK. 

b. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya 

yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan 

oleh Pengguna Anggaran:  

1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama; 

2) menyampaikan laporan penggunaan anggaran pada setiap 

tahapan pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada PPK; 

3) menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan 

Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha 

Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 
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Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama 

setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran; 

4) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 

angka 3) meliputi: 

a) berita acara serah terima hasil pekerjaan, Lampiran XVI; 

b) laporan akhir, Lampiran XIV; 

c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), 

Lampiran XV; 

d) Foto dan video pekerjaan yang telah diselesaikan; 

e) laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan 

sisa dana, Lampiran VIII; dan 

f) pernyataan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan 

disertai bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. 

5) dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud dalam 

angka 4) huruf c) penerima Bantuan Pemerintah berupa 

Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis 

Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 

Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk 

Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan 

Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran harus 

menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening kas 

negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama 

sebagai dokumen pertanggungjawaban tambahan laporan 

pertanggungjawaban bantuan pemerintah; 

6) setiap ada pelaporan yang diminta pihak Kemenristek/BRIN 

wajib untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; 

dan 

7) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 

angka 3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VIII, Lampiran XIV, Lampiran XV dan 
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Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri/Kepala Badan ini. 

 

10. Ketentuan Perpajakan 
Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan 

Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk 

Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 

yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran berlaku ketentuan 

perpajakan yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

11. Sanksi. 
Pemberian sanksi terhadap Bantuan Pemerintah berupa Fasilitasi 

Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat 

dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 

Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

12. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

 
 

13. Lampiran 
  

Persiapan, penyusunan juknis dalam permen
Pengumuman dan penerimaan proposal
Review proposal
Penetapan penerima
Kontrak
Pelaksanaan kegiatan
Monev
Pelaporan

Dec

Jadwal Kegiatan Insentif KST (Bantuan Peralatan, Penguatan Kelembagaan, Implementasi Inovasi) 
dan PUI (Implementasi Inovasi)

Jun Jul Aug Sep Oct NovJan Feb Maret April Mei
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Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 

Lampiran I  

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BANTUAN SEJENIS DARI 
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/HIBAH DALAM DAN 
LUAR NEGERI LAIN 

(KOP LEMBAGA) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : «««(diiVi QaPa KeSaOa LePbaga SeQgXVXO) 

Jabatan : «««(JabaWaQ KeSaOa Lembaga pengusul) 

Alamat : «««(diiVi aOaPaW LePbaga PeQgXVXO) 

 

Dengan ini menyatakan tidak sedang menerima bantuan sejenis dengan 
Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian/ Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 
Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya 
yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Hibah Dalam dan Luar Negeri Lain. 

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa saya menerima bantuan serupa 
dengan Bantuan Fasilitasi Pendirian/ Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi dari Lembaga/Kementerian/Pemerintah Daerah lain, maka saya 
bersedia untuk bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima 
kasih. 

« (KRWa), « (WaQggaO bXOaQ WahXQ) 
« (NaPa JabaWaQ SeQgXVXO), 
 
 

 

(Nama pimpinan lembaga pengusul) 
  NIP « 
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Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 

Lampiran II 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PEMBIAYAAN 
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PENDIRIAN ATAU PENGEMBAGAAN 

KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI DAN GANTI KERUGIAN 

(KOP LEMBAGA) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : «««(diiVi QaPa KeSaOa Lembaga pengusul) 

Jabatan : «««(JabaWaQ KeSaOa LePbaga SeQgXVXO) 

Alamat : «««(diiVi aOaPaW LePbaga PeQgXVXO) 

 

Menimbang situasi dan kondisi kelembagaan serta keuangan negara, 
dengan ini saya yang bertindak sebagai perwakilan lembaga pengusul, 
menyatakan tidak akan menuntut untuk mendapatkan pembiayaan 
Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembagaan 
Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi yang proses seleksinya telah 
lembaga kami ikuti serta tidak akan menuntut ganti rugi atas segala biaya 
dan usaha apapun yang telah dilakukan untuk menyusun proposal. 

Apabila dikemudian hari saya, lembaga saya, atau unsur lain terkait dengan 
proposal ini menuntut pembiayaan bantuan pemerintah dan atau ganti 
kerugian sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia untuk 
bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya. 

« (KRWa), « (WaQggaO bXOaQ WahXQ) 
« (NaPa JabaWaQ SeQgXVXO), 
 
 

 

(Nama pimpinan lembaga pengusul) 
             NIP « 
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Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 

Lampiran III (KHUSUS PENDIRIAN) 

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DARI LEMBAGA INDUK INKUBATOR 
MENYATAKAN KOMITMEN PENUH UNTUK MENDIRIKAN DAN 
MENGOPERASIKAN INKUBATOR DI LEMBAGA YANG BERSANGKUTAN 

(KOP LEMBAGA) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : «««(diiVi QaPa KeSaOa LePbaga IQdXk SeQgXVXO) 

Jabatan : «««(JabaWaQ KeSaOa LePbaga IQdXk SeQgXVXO) 

Alamat : «««(diiVi aOaPaW LePbaga IQdXk PeQgXVXO) 

 

Dengan ini menyatakan berkomitmen penuh untuk mendirikan dan 
mengoperasikan Inkubator Bisnis Teknologi di bawah (Nama Lembaga 
Induk). 

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa saya tidak melaksanakan 
komitmen saya untuk mendirikan dan mengoperasikan Inkubator Bisnis 
Teknologi sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia untuk 
bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima 
kasih. 

« (KRWa), « (WaQggaO bXOaQ WahXQ) 
« (NaPa JabaWaQ SeQgXVXO), 
 
 

 

(Nama pimpinan lembaga induk pengusul) 
  NIP « 
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Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 

Lampiran IV (KHUSUS PENGEMBANGAN) 

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN FASILITASI 
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN IBT DARI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI 
DAN KEMENRISTEK/BRIN 

(KOP LEMBAGA) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : «««(diiVi QaPa KeSaOa LePbaga SeQgXVXO) 

Jabatan : «««(JabaWaQ KeSaOa LePbaga SeQgXVXO) 

Alamat : «««(diiVi aOaPaW LePbaga PeQgXVXO) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa kelembagaan yang saya pimpin belum 
pernah mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 
Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya 
yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi dan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi 
Nasional. 

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kelembagaan yang saya pimpin 
pernah menerima bantuan sebagaimana dimksud di atas, maka saya 
bersedia untuk bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima 
kasih. 

« (KRWa), « (WaQggaO bXOaQ WahXQ) 
« (NaPa JabaWaQ SeQgXVXO), 
 
 

 

(Nama pimpinan lembaga pengusul) 
  NIP « 
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Lampiran V 

Draft Surat Pengajuan Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi  

SURAT PERMOHONAN FASILITASI PENDIRIAN ATAU PENGEMBAGAAN 
KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH KEMENTERIAN, 

LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI MASYARAKAT DAN BADAN 
USAHA DALAM BENTUK BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK 

BANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN   

(KOP INSTANSI PENGUSUL) 

 
Nomor : 12/IBT.Pemkab Z/2021  Jakarta, 18 April 2021 
Lampiran :  1 (satu) berkas 
Hal :  Permohonan Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Kelembagaan 
IBT 
 
Yth.  
Plt. Direktur Sistem Inovasi  
Gedung II BPPT Lt. 22 
Jl. MH Thamrin No.8 
Jakarta 
 
Berdasarkan informasi yang kami terima melalui surat Plt. Direktur Sistem Inovasi 
nomor ................ tanggal ................ perihal Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi, dengan hormat kami Kementerian/ 
Lembaga/ Pemda/ Ormas/ BU X, menyampaikan permohonan Fasilitasi Pendirian 
atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi. Kami juga menyertakan dokumen 
pendukung berupa proposal dan dokumen pendukung lainnya untuk dijadikan 
bahan pertimbangan. 

 

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

Jakarta, 18 April 2021 
 

           (TTD & Stempel Lembaga) 

   Nama Kepala Lembaga 

NIP. Registrasi Pegawai Jika 
memungkinkan 

    

Tembusan : 

2. ................................. 
  



 

- 74 - 
 

Lampiran VI 

Draft Surat Pengajuan Pencairan Pendanaan Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi  

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN PENDANAAN FASILITASI 
PENDIRIAN ATAU PENGEMBAGAAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS 
TEKNOLOGI OLEH KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, 

ORGANISASI MASYARAKAT DAN BADAN USAHA DALAM BENTUK BANTUAN 
LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH YANG 

DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN   

(KOP INSTANSI PENGUSUL) 

 
Nomor :  (nomor surat lembaga) Tempat, Tanggal 
Lampiran :  1 (satu) berkas 
Hal :  Permohonan Fasilitasi Pendirian/Pengembangan* IBT 
 
Yth.  
Plt. Direktur Sistem Inovasi  
Gedung II BPPT Lt. 22 
Jl. MH Thamrin No.8 
Jakarta 
 
Berdasarkan Surat keputusan PPK nomor «PPK/SK/2021 tanggal 20 April 2021 
perihal Penetapan Penerima Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan pada 
Inkubator Bisnis Teknologi dan Perjanjian kerjasama nomor «PPK/PKS/2021, 
dengan hormat kami Universitas A, menyampaikan permohonan Pencairan 
Pendanaan Fasilitasi Pendirian/Pengembangan* Inkubator Bisnis Teknologi secara 
sekaligus/ bertahap untuk termin I/ II sebesar 100%/70%/30%* hapus yang tidak 
perlu. Beserta surat ini, kami melampirkan pula berbagai dokumen kelengkapan 
pencairan dana yang diperlukan. 

 

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

(Tempat dan tanggal) 

           (TTD & Stempel Lembaga) 

   (Nama pimpinan 
lembaga) 

NIP. «««««««««««)
    

Tembusan : 

1................................. 

(*hapus salah satu)  
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Lampiran VII 

PROPOSAL 

BANTUAN PEMERINTAH BERUPA FASILITASI 
PENDIRIAN/PENGEMBANGAN* INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH 

KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI 
MASYARAKAT DAN BADAN USAHA DALAM BENTUK BANTUAN 

LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH 
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN 

(Judul Proposal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« (NaPa LePbaga) 

« (AOaPaW LePbaga) 

Tahun 2021 

 

(*hapus salah satu) 

Logo Lembaga Pengusul  
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LEMBAR PENGESAHAN  

 

UNTUK PENDIRIAN 

Calon Nama IBT (jika ada) : 

Lembaga Induk Pemilik IBT : 

Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian (dari Lembaga 
Induk) 

: 

Pemangku Kepentingan Utama/ 

Pemegang Saham (jika ada) 

: 

Bulan & Tahun Dimulainya 
Penyelenggaraan IBT 

: 

Alamat IBT : 

No. Telepon/ Fax : 

Alamat E-mail :  

Alamat Website :  

 

                                  

 

 

  

……………., ………….. 2021 
Mengetahui 
Jabatan 
 
Ditandatangani Pimpinan Lembaga Induk IBT / 
Kementerian/ Lembaga/ Ormas/ Badan Usaha 
 
Nama 
NIP 
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UNTUK PENGEMBANGAN 

Nama IBT : 

Lembaga Pemilik IBT : 

SK pendirian IBT /Dokumen 

Legal terkait   

: 

Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian 

: 

Pemangku Kepentingan Utama/ 

Pemegang Saham (jika ada) 

: 

Pimpinan IBT saat ini : 

Bulan & Tahun Dimulainya 
Penyelenggaraan IBT 

: 

Alamat IBT : 

No. Telepon/ Fax : 

Alamat E-mail :  

Alamat Website :  

 

 

 

 

 

 

 

 ……………., ………….. 2021 
Pimpinan IBT Mengetahui 
 
 
 
 
 
 
Nama 
NIP 

Jabatan 
 
Ditandatangani Pimpinan Lembaga/ Ormas/ 
Badan Usaha 
 
Nama 
NIP 
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PROPOSAL PENDIRIAN 

(JUDUL PROPOSAL) 

Cover 
Lembar Pengesahan 
Ringkasan Eksekutif (Maks. 500 kata) 
Daftar Isi 
Daftar Gambar 
Daftar Tabel 
Bab I.    Pendahuluan 

A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan (luaran) 
   Jelaskan luaran/target kegiatan Pendirian/Pengembangan* IBT 
secara kuantitatif dan kualitatif. 

Bab II. Uraian Teknis 
A. Kerangka IBT yang Akan Didirikan/ Profil IBT yang akan 

Dikembangakan* 
Jelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Struktur Organisasi IBT 
No Jabatan Jumlah 

(Pegawai Tetap/Tidak Tetap) 
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap 

1 Manager   
2 Peneliti   
 Staf   
 �«��   
 dll   
 
Fasilitas yang dimiliki Lembaga Induk yang Dapat Dipergunakan 
atau Dialihkan kepada IBT (Pendirian)/ Fasilitas yang Dimiliki 
IBT (Pengembangan)* 
No Lahan, Bangunan 

dan Sarana 
Jumlah 

unit 
Total 
Luas 
(m2) 

Status Kepemilikan (V) 

    
Sendiri 

(lembaga 
Induk) 

Bergabung 
dengan 

lembaga lain 
(sebutkan) 

Sewa 

1 Lahan yang 
diperuntukan IBT 

     

2 Kantor 
Manajeman IBT 

         

3 Ruang Inkubasi 
(Kantor) Tenant 
Inwall 

         

3 Ruang Rapat          
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Fasilitas Peralatan Pendukung yang Dimiliki Lembaga Induk 
yang Dapat Dipergunakan atau Dialihkan kepada IBT 
(Pendirian)/ Fasilitas Peralatan Pendukung yang Dimiliki IBT 
(Pengembangan)* 
No Fasilitas Jumlah/ 

Kapasitas 
Peruntukan Kondisi 

1 Mesin 3D printing (contoh)   Berfungsi/ tidak 
berfungsi 

     
     

 
Uraikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh IBT dari tahun 2018-
2020 Khusus Pengembangan. 

NO INDIKATOR CAPAIAN URAIAN DUKUNGAN FASILITAS IBT 

1 Jumlah Teknologi 
Baru yang telah 
dihasilkan di 
inkubator (contoh) 

2 Teknologi 
Baru (contoh) 

Teknologi 
Pengawetan 
(contoh) 

Bangunan Produksi 
Peralatan kantor 
Peralatan Mesin 
(contoh) 

Teknologi 
pasca panen 

Bangunan Produksi 
Peralatan kantor 
Peralatan Mesin 
(contoh) 

2 Jumlah kerjasama 
teknologi transfer yang 
telah 
difasilitasi (termasuk 
bentuk kerjasama 
Lisensi, Royalti) - 
contoh 

2 Kerjasama 
(contoh) 

Kerjasama 
PT. A 
dengan PT B 
dalam bidang 
pengolahan 
pupuk 
(contoh) 

Bangunan Pengelola 
Bangunan Tenant 
Peralatan kantor 
(contoh) 

Kerjasama 
PT. A 
dengan 
Pemerintah 
Daerah 
dalam bidang 
pengolahan 
padi unggul 
(contoh) 

Bangunan Pengelola 
Bangunan Tenant 
Peralatan kantor 
(contoh) 

3 dll    
 

  

4 Ruang Pelatihan          

5 Ruang pameran ....          
...  �«��          
 dll      
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B. Profil Layanan IBT 
Uraikan rancangan layanan IBT yang dapat diberikan beserta 
prospek bisnisnya (pendirian)/ Uraikan layanan IBT beserta 
status aktivitas (Berjalan/tidak berjalan pengembangan)* 
 

NO LAYANAN IBT URAIAN STATUS AKTIFITAS 
(HANYA 

PENGEMBANGAN) 
1 Layanan Teknis  

a. pelatihan; 
b. peragaan; 
c. konsultasi teknis;  
d. informasi. 

  

2 Layanan Pengembangan 
Teknologi  
a. pengembangan desain 
teknologi; 
b. pengembangan 
purwarupa; 
c. manajemen kekayaan 
intelektual;  
d. konsultasi hukum. 

  

3 Layanan Inkubator 
Bisnis Teknologi  
c. Dukungan teknologi 
d. Dukungan manajemen 

bagi PPBT. 

  

4 Layanan Pendukung  
a. fasilitas produksi 

skala terbatas; 
b. ruang kantor; 
c. ruang konferensi/ 

seminar/ pameran 

.  

 
C. Profil Kelembagaan IBT 

Jelaskan identifikasi awal bisnis proses dan tata kelola yang 
akan dijalankan (Pendirian)/Jelaskan hasil pengukuran 
maturitas mengenai tata kelola kelembagaan dan Jejaring yang 
telah divalidasi oleh penyelenggara kegiatan pengukuran 
maturitas IBT serta dapat menunjukan kelemahan tata kelola dan 
jejaring IBT berdasarkan hasil pengukuran tersebut 
(Pengembangan)*. 

D. Dukungan pemangku kepentingan/stakeholders 
Jelaskan bentuk dukungan yang telah, sedang, dan akan 
diupayakan diperoleh dari pemangku kepentingan seperti 
perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha/bisnis. 
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E. Komposisi Tim 
Jelaskan bidang kepakaran dari tim yang terlibat dalam  
perencanaan tata kelola kegiatan pendirian dan pengelolanya 
kelak (Pendirian)/Jelaskan bidang kepakaran dari tim yang 
terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan pengembangan 
kegiatan dan target Fasilitasi Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi (Pengembangan)*. 
 
NO ASAL 

INSTANSI 
LATAR 
BELAKANG 
PENDIDIKAN 

JUMLAH 
PERSONIL 

    
 

F. Metode Pelaksanaan Kegiatan 
Jelaskan waktu, strategi, dan jenis aktivitas yang akan 
dilakukan dalam proses pendirian/pengembangan* IBT. 

G. Rencana kerja dan strategi implementasi pengembangan IBT 
Jelaskan rencana kerja jangka pendek (selama pelaksanaan 
kontrak) serta jangka Panjang (5 tahun ke depan) dalam rangka 
pengutan tata kelola kelembagaan dan penguatan jejaring IBT. 
 
Uraikan rencana kerja Pendirian IBT (Tahun 1) 

NO AKTIVITAS PENDIRIAN IBT  URAIAN KEGIATAN 
1 Penyusunan Dokumen Studi 

Kelayakan 
Mengadakan berbagai kegiatan dalam 
menyusun dokumen kelayakan misalnya 
business model canvas 

2 Pendampingan dalam kegiatan 
penyusunan studi kelayakan 
pendirian IBT 

Pendampingan dari pakar dalam proses 
pendirian IBT 

3   
 

Uraikan rencana kerja Pengembangan (Pendirian Tahun 2 dst) 
serta Pengembangan IBT 

NO AKTIFITAS IBT YANG MASIH 
LEMAH BERDASARKAN 

PENGUKURAN MATURITAS 

URAIAN DUKUNGAN 
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

STATUS 

1 Jejaring dengan dunia bisnis Mengadakan business matching  
2 Jejaring dengan regulator 

daerah 
Mengadakan event 
mengumpulkan pemda 

 

3 Kemampuan mengelola 
aktivitas lisencing 

Pelatihan melakukan lisencing  

 …..   
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Bab III. Rencana Anggaran Biaya (Tabel RAB terlampir) 
Bab IV. Penutup 
Lampiran: 
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Lampiran IX 

 

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA  

PROPOSAL PERBAIKAN HASIL PENELAAHAN  
Nomor :   B/«./PI.01.01/2021 

 

 

Pekerjaan 

 

: 

 

Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan 
Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 
Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran   

 Proposal : ..... diisi Judul proposal 

 

   

pada hari ini « tanggal dua bulan november, tahun dua ribu dua puluh 
Satu bertempat di gedung B.J. Habibie Jl. M.H. Thamrin no. 8 Jakarta Pusat, 
telah diadakan acara serah terima dokumen pencairan pendanaan bantuan 
pemerintah antara:                    

  

 

 Nama : Wihatmoko Waaskitoaji 

 Jabatan : Ketua Tim Penyelenggara Bantuan Pemerintah Berupa 
Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator Bisnis 
Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 
Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk 
Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan 
Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. 

 Alamat : Gedung B.J. Habibie Lt.22 Jl. M.H. Thamrin No.8 Jakarta 
Pusat 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU 

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

Gedung B.J.Habibie - Lantai 21–22, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 3169862, Faksimile: (021) 3101952 

Laman: www.ristekbrin.go.id 
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 Nama : ........diisi nama ketua tim pengaju proposal 

 Jabatan : ........diisi jabatan di tim pengaju proposal 

 Alamat : ..................................... 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA 

 

Dengan ini PIHAK KESATU telah menerima dan memeriksa proposal yang telah 
diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan bahwa proposal tersebut telah 
sesuai dengan perbaikan yang diminta sebagaimana tercantum dalam berita 
acara penelaahan proposal B/001/F2.1/PI.01.01/2020 tanggal 26 Oktober 
2020 berupa: 
 
5. Membuat timeline atau jadwal pelaksanaan kegiatan yang menjamin 

pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan; 
6. Melaksanakan penyesuaian atau rasionalisasi jumlah anggaran pada 

bagian-bagian yang telah disepakati; 
7. Memasukan model bisnis yang telah mempertimbangkan unsur sosial 

kemasyarakatan yang menjamin program ini dapat terus berkelanjutan; 
dan 

8. Melibatkan kelembagaan yang ada di desa dalam proses aplikasi teknologi.  
  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

     PIHAK KEDUA        PIHAK KESATU 

        Ketua Tim                                                      Ketua Tim Penyelenggara 
Pengaju Proposal (JUDUL)                            Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi 

    Kelembagaan                                  
                                                                     
        

Ttd      

 
................................    Wihatmoko Waskitoaji 

NIP. .............................    NIP: 196710121987011001 
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Lampiran X 

 

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA  

DOKUMEN PENCAIRAN PENDANAAN BANTUAN PEMERINTAH SECARA 
SEKALIGUS/BERTAHAP TAHAP I/TAHAP II* 

Nomor :   B/«./PI.01.01/2020 

 

 

Pekerjaan 

 

: 

 

Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi Oleh Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan 
Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran   

Judul Proposal : ..... diisi Judul proposal 

 

   

Pada hari ini selasa tanggal tujuh belas bulan november, tahun dua ribu 
dua puluh satu bertempat di gedung b.j. Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8 
Jakarta Pusat, telah diadakan acara serah terima dokumen pencairan 
pendanaan bantuan pemerintah antara:                    

  

 

 Nama : Medy Eka Suryana 

 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Penguatan 
Inovasi 

 Alamat : Gedung B.J. Habibie Lt.22 Jl. M.H. Thamrin No.8 Jakarta 
Pusat 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU 

 

 Nama : ........diisi nama kepala lembaga yang tanda tangan kontrak 

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

Gedung B.J.Habibie - Lantai 21–22, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 3169862, Faksimile: (021) 3101952 

Laman: www.ristekbrin.go.id 
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 Jabatan : ..... diisi jabatan kepala lembaga yang tanda tangan kontrak 

 Alamat : ..................................... 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA 

 

Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan dokumen pencairan pendanaan 
bantuan pemerintah kepada PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam 
Perjanjian Kerjasama Nomor: ... tanggal « ,pasal 5 ayat (2) berupa: 
 
1. dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani (untuk 

termin I asli termin II copy); 
2. rencana Penggunaan Dana (untuk pencairan bertahap termin I, 

melampirkan rencana penggunaan dana keseluruhan 100% dan 70% 
untuk termin II penggunaan dana termin II/ 30%); 

3. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani; 
4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (untuk termin I);  
5. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (untuk termin II dan 

akhir); 
6. surat Berita Acara Pembayaran; dan 
7. proposal hasil perbaikan penelaahan (untuk termin I). 
  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

     PIHAK KEDUA      PIHAK KESATU 

        

Ttd dan cap lembaga     Ttd dan cap lembaga 

 

 
................................          Medy Eka Suryana 

NIP. .............................    NIP: 196901121992031003 
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Lampiran XI 

 

No. Rekening Bank  :  «««««««« 

Nama Bank :  ««««««««.. 

Cabang : ««««««««.. 

Nama Rekening :  ««««««««««. 

NPWP :  «««««««« 

 
KWITANSI 

SUDAH TERIMA DARI :  Satker Deputi Bidang Penguatan Inovasi 
   Kementrian Riset dan Teknologi/Badan Riset 

dan Inovasi Nasional   
TERBILANG :   (diisi jumlah nilai 70%/30% x nilai kontrak 

dalam huruf) 
UNTUK PEMBAYARAN  :  Pembayaran Bantuan Pemerintah Berupa 

Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan 
Inkubator Bisnis Teknologi Oleh Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 
Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk 
Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran´diisi sesuai dengan judul 
proposal di SK Penetapan PPKµ sesuai dengan 
pasal 5 ayat (2) butir a Perjanjian Kerjasama 
Nomor: ... WaQggaO « , daQ BeUiWa AcaUa 
Pembayaran Nomor : « tanggal «. 

    
«««««, 17 November 2021 

PIHAK KEDUA 

Materai 6000, TTD, dan 
stempel lembaga 

««««««««««««« 

NIP. ........................... 

--------------------------------------------------------------------                   

 

JUMLAH :                                       

--------------------------------------------------------------- 

Rp.                                
,-       

KOP LEMBAGA 

(diisi jumlah nilai 
70%/30% x nilai kontrak 
dalam angka) 
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Lampiran XII 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

No (nomor surat Lembaga) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama Lembaga     :  .......................... (diisi nama lembaga) 

2. Nama Pimpinan Lembaga  :  .................. (diisi nama pimpinan lembaga) 

3. Alamat Lembaga    :  .......................... (diisi alamat lembaga) 

4. Nama Bantuan                :  Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 
Masyarakat dan Badan Usaha dalam 
Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 
Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 
Ditetapkan oleh Pengguna 
Anggaran(Judul). 

 

berdasarkan Surat Keputusan ... (SK Penetapan) Nomor ... (Nomor SK 
Penetapan) tentang ... (tentang SK Penetapan) tanggal ... (tanggal SK 
Penetapan) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor « (QRPRU PKS/NRPRU 
Kontrak) mendapatkan Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian 
atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, 
Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk 
Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 
Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran(Judul) sebesar Rp«(WeUbiOaQg) (QiOai 
bantuan sesuai SK Penetapan). 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang akan dibayarkan 
secara lunas kepada pihak yang berhak menerima mengacu rancangan 

KOP 

SURAT LEMBAGA 
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belanja yang telah diajukan. 
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja 

yang akan dilaksanakan. 
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti 

pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. 
4. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 

kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian 
negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 « (KRWa), « (17 NRYePbeU 2020) 

 « (NaPa JabaWaQ), 

 

 

                                                                                             

 « (NaPa KeSaOa LePbaga) 

 NIP «  

  

Materai 6000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 
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Lampiran XIII 

 

BERITA ACARA PEMBAYARAN 

Nomor: B/...../F2.1/PI.01.01/2021 

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan november tahun dua ribu dua 

puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

I.  Pihak Pemilik Program  -  PIHAK KESATU 

  N a m a :  Medy Eka Suryana 

 Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Penguatan 

Inovasi 

 Alamat : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi 

Nasional, Gedung B.J. Habibie, Lantai 22,  Jl . MH. Thamrin 

No. 8 ² Jakarta 10340. 

II. Pihak Pelaksana Pekerjaan - PIHAK KEDUA 

 N a m a : ..........diisi nama kepala lembaga yang tanda tangan kontrak 

  Jabatan  : .......diisi jabatan kepala lembaga yang tanda tangan kontrak 

  Alamat : ......................... 

Dengan ini menyatakan: 

 

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran tertanggal (tanggal), sesuai 

pasal 5 ayat (2) butir a Perjanjian Kerjasama, Nomor:  (Nomor PKS), yang 

dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, untuk:  

 

1. Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau 
Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi Oleh 
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 
Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan 
Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 
yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran  . 
 

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

Gedung B.J.Habibie - Lantai 21–22, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 3169862, Faksimile: (021) 3101952 

Laman: www.ristekbrin.go.id 
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2. Pelaksana  : Lembaga Pelaksana 

3. Biaya 

total 

: Rp. ......................,- (terbilang .........................)  

 

Maka PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran Tahap I dari PIHAK 

KESATU sebesar 70%/30% x Rp. ........... diisi nilai kontrak = Rp. ..................,- 

(terbilang.............................................................). 

 

KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN : 

1. Bantuan Pemerintah sebesar :  Rp.  ................., diisi nilai 

kontrak (terbilang) 

2. Pembayaran dengan Berita Acara ini : Rp.  ................, diisi jumlah 

nilai 70%/30% x nilai kontrak (terbilang) 

 

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada 

tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan 

seperlunya. 

            

PIHAK KEDUA 

 

Tandatangan & stempel 

 

 

 

PIHAK KESATU 

...............................  Medy Eka Suryana 

NIP. .................... NIP: 196901121992031003 
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Lampiran XIV 

LAPORAN AKHIR 

BANTUAN PEMERINTAH BERUPA FASILITASI 
PENDIRIAN/PENGEMBANGAN* INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH 

KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI 
MASYARAKAT DAN BADAN USAHA DALAM BENTUK BANTUAN 

LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH 
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN   

« (Judul Proposal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« (NaPa LePbaga) 

« (AOaPaW LePbaga) 

Tahun 2021 

Logo Lembaga 
Pengusul  
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 LEMBAR PENGESAHAN  

 

UNTUK PENDIRIAN 

Calon Nama IBT (jika ada) : 

Lembaga Induk Pemilik IBT : 

Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian (dari Lembaga 
Induk) 

: 

Pemangku Kepentingan Utama/ 

Pemegang Saham (jika ada) 

: 

Bulan & Tahun Dimulainya 
Penyelenggaraan IBT 

: 

Alamat IBT : 

No. Telepon/ Fax : 

Alamat E-mail :  

Alamat Website :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………., ………….. 2021 
Mengetahui 
Jabatan 
 
Ditandatangani Pimpinan Lembaga Induk IBT / 
Kementerian/ Lembaga/ Ormas/ Badan Usaha 
 
Nama 
NIP 
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UNTUK PENGEMBANGAN 

Nama IBT : 

Lembaga Pemilik IBT : 

SK pendirian IBT /Dokumen 

Legal terkait   

: 

Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian 

: 

Pemangku Kepentingan Utama/ 

Pemegang Saham (jika ada) 

: 

Pimpinan IBT saat ini : 

Bulan & Tahun Dimulainya 
Penyelenggaraan IBT 

: 

Alamat IBT : 

No. Telepon/ Fax : 

Alamat E-mail :  

Alamat Website :  

 

                                  

 

  

 ……………., ………….. 2021 
Pimpinan IBT Mengetahui 
 
 
 
 
 
 
Nama 
NIP 

Jabatan 
 
Ditandatangani Wakil Rektor yang Membidangi 
Riset dan Inovasi  
Pimpinan IBT 
 
Nama 
NIP 
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LAPORAN AKHIR 
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA FASILITASI 

PENDIRIAN/PENGEMBANGAN* INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH 
KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI 

MASYARAKAT DAN BADAN USAHA DALAM BENTUK BANTUAN 
LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH 

YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN 
(JUDUL PROPOSAL) 

 
Cover 
Lembar Pengesahan 
Ringkasan Eksekutif (Maks. 500 kata) 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Gambar 
Daftar Tabel 
Bab I.  Pendahuluan 

A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan (luaran) 
 Jelaskan luaran/target kegiatan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Bab II. Metode Pelaksanaan Kegiatan 
A. Profil IBT yang Didirikan/Dikembangkan* 
 Jelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Struktur Organisasi IBT 
B. Pelaksanaan Kegiatan Pendirian/Pengembangan* 
 Jelaskan waktu, strategi, dan jenis aktivitas yang telah dilakukan. 
C. Komposisi Tim 
 Jelaskan bidang kepakaran dari tim yang terlibat dalam penyusunan 

dan pelaksanaan perancangan kegiatan dan target kegiatan Fasilitasi 
Pendirian/Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi.  

Bab III.Uraian Teknis 
A. Profil Layanan IBT 

Uraikan rancangan layanan IBT yang dapat diberikan beserta prospek 
bisnisnya (pendirian)/ Uraikan layanan IBT beserta status aktivitas 
(Berjalan/tidak berjalan pengembangan)*  

B. Profil Kelembagaan  
Jelaskan hasil pengukuran maturitas mengenai tata kelola 
kelembagaan dan SDM yang telah divalidasi oleh penyelenggara 
kegiatan pengukuran maturitas IBT serta dapat menunjukan 
kelemahan IBT berdasarkan hasil pengukuran tersebut. 

C. Dukungan pemangku kepentingan/stakeholders 
Jelaskan bentuk nyata dukungan yang telah, sedang, dan akan 
dilakukan oleh pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, 
pemerintah daerah, dan dunia usaha/bisnis. 

D. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi 
Pendirian/Pengembangan* Inkubator Bisnis Teknologi 
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Jelaskan kegiatan-kegiatan apa yang telah dilaksanakan dalam 
rangka pengembangan tatakelola dan jejaring IBT mengacu pada 
proposal kegiatan yang telah dibuat termasuk penggunaan dananya 
serta dampaknya terhadap perubahan (pendirian: visi, misi, kerangka 
kerja organisasi, kerangka komposisi tim dll) (pengembangan: kinerja 
layanan fungsi IBT) sebelum mendapatkan pendanaan.  

E. Analisa Dampak Sosial dan Ekonomi 
Nilai tambah Ekonomi (yang sudah dan atau akan didapat dalam 
betuk nilai uang), Nilai tambah sosial ((yang sudah dan atau akan 
didapat dampak terhadap kinerja lembaga) 

F. Rencana kerja dan Strategi Implementasi Pengembangan 
Kelembagaan IBT Setelah Pendanaan 

 Jelaskan roadmap/rencana kerja IBT jangka pendek (saat 
pendanaan) dan jangka menengah (jangka 5 tahun) setelah 
pendanaan. 

Bab IV.Penutup 
Lampiran 
1. Foto-foto atau dokumentasi 
2. Dokumen lain yang relevan 
3. Dokumentasi lainnya yang relevan  
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Lampiran XV 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

No (nomor surat Lembaga) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama Lembaga     :  .......................... (diisi nama lembaga) 

2. Nama Pimpinan Lembaga  :  .................. (diisi nama pimpinan lembaga) 

3. Alamat Lembaga    :  .......................... (diisi alamat lembaga) 

4. Nama Bantuan                :  Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi 
Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi 
Masyarakat dan Badan Usaha dalam 
Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 
Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 
Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 
(Judul). 

 

berdasarkan Surat Keputusan ... (SK Penetapan) Nomor ... (Nomor SK 
Penetapan) tentang ... (tentang SK Penetapan) tanggal ... (tanggal SK 
Penetapan) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor « (QRPRU PKS/Nomor 
Kontrak) mendapatkan Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian 
atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, 
Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk 
Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang 
Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (Judul) sebesar Rp«(WeUbiOaQg) (QiOai 
bantuan sesuai SK Penetapan). 

 

  

KOP 

SURAT LEMBAGA 
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Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Sampai dengan bulan « (bXOaQ & WahXQ) telah menerima pencairan 
dengan nilai nominal sebesar Rp « (NiOai SeQcaiUaQ) (... (terbilang)), 
dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 
a. Jumlah total dana yang telah diterima  : Rp « ( « (WeUbiOaQg) )  

b. Jumlah total dana yang dipergunakan  : Rp « ( « (terbilang) )  

c. Jumlah total sisa dana    : Rp « ( « (WeUbiOaQg) )  

2. Persentase jumlah dana Bantuan Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian 
atau Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi oleh Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha 
dalam Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan 
Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (judul) yang telah 
digunakan adalah sebesar « (QiOai Sada QRPRU 1 SRiQ b dibagi QiOai Sada 
nomor 1 poin a dikali 100%) (terbilang). 

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas 
kepada yang berhak menerima. 

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja 
yang telah dilaksanakan. 

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti 
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. 

6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian 
negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

                                                        « (KRWa), « (WaQggaO bXOaQ WahXQ) 

 « (NaPa JabaWaQ), 

 

 

                                                                                             

 « (NaPa KeSaOa LePbaga) 

 NIP «  

 

Materai 10000, ttd dan 
cap/stempel lembaga 
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Lampiran XVI 

 

 

 

 

 

 
BERITA ACARA  

SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR BANTUAN PEMERINTAH BERUPA 
FASILITASI PENDIRIAN ATAU PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS 

TEKNOLOGI OLEH KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, 
ORGANISASI MASYARAKAT DAN BADAN USAHA DALAM BENTUK 
BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN 
PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN   

Nomor :   
 

Pekerjaan : BANTUAN PEMERINTAH BERUPA FASILITASI PENDIRIAN ATAU 
PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI OLEH 
KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, 
ORGANISASI MASYARAKAT DAN BADAN USAHA DALAM 
BENTUK BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK 
BANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA 
ANGGARAN   

 (JUDUL PROPOSAL) 

   

Pada hari ini Jumat  Tanggal 19, Bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua 
Puluh Satu bertempat di..........., telah diadakan acara serah terima Laporan 
antara  :                    

  

 

 Nama : Medy Eka Suryana 

 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Penguatan 
Inovasi 

 Alamat : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi 
Nasional, Gedung B.J. Habibie, Lantai 22,  Jl . MH. Thamrin 
No. 8 ² Jakarta 10340 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU 

Logo Lembaga 
Pengusul 
Proposal 



 

- 103 - 
 

 

 Nama : «««(diiVi QaPa SiPSiQaQ OePbaga) 

 Jabatan : «««(diiVi Qama jabatan pimpinan lembaga) 

 Alamat : «««(diiVi aOaPaW OePbaga) 

 Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA 

 

Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Akhir Bantuan 
Pemerintah Berupa Fasilitasi Pendirian atau Pengembangan Inkubator 
Bisnis Teknologi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 
Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam Bentuk Bantuan Lainnya 
yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran (Judul) sebanyak .. («) eksemplar kepada PIHAK 
KESATU. 

PIHAK PERTAMA 

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Pada Deputi Bidang Penguatan Inovasi  

No N a m a Jabatan Tanda 
Tangan 

1    

2    

3    
 

 

Tim Penyelenggara 

No Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1    

2    

3    
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PIHAK KEDUA  

 

Nama   :   

     Alamat  :   

 

No Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1    
 

       

 

Mengetahui, 

Pejabat Pembuat Komitmen, 

 

 

 

Medy Eka Suryana, SIP, MM 

   NIP: 19690112 199203 1 003 

 

 


